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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 263 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Juncto Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu
menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang

ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota
Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 551);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan
Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan -
Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo -
Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 225);
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelindungan Perempuan
Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam
Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1721);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);



27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2
Seri D Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 13-
238/2021);

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun
2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2024;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor
7);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah di ubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Nomor 56);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA  TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.

2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kota Probolinggo.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku pengguna
anggaran.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2024.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun yaitu Tahun 2024.

9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan Perangkat Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk

melaksanakannya.

Pasal 2
RKPD Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Probolinggo untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2024 yang dimulai pada
Tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2024 merupakan Penjabaran dari RPJMD Kota Probolinggo Tahun
2019-2024 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun
2024 serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka
ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan
pendanaan Daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



(3) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi :

a. pemerataan dan perluasan ekonomi yang didukung penguatan kemandirian
masyarakat;

b. penguatan pengembangan wilayah guna memperkuat daya saing serta
investasi yang kondusif;

c. pemantapan kualitas sumber daya manusia yang mendukung transformasi
ekonomi inklusif;

d. optimalisasi penurunan angka kemiskinan dan penanganan kemiskinan
ekstrem serta pelestarian kebudayaan yang mendukung pembangunan
inklusif;

e. peningkatan akses dan pemantapan kualitas infrastruktur guna optimalisasi
pelayanan kota,;

f. pemantapan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan
iklim; dan

g. pemantapan stabilitas Daerah berbasis ketentraman, ketertiban umum serta

tata kelola pemerintahan yang berorientasi peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi:

a.

acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum (KU) maupun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2024;

pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sekaligus
dasar lebih lanjut untuk penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024; dan
salah satu sarana fasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/
swasta/institusi non pemerintah dalam mendukung  pelaksanaan

pembangunan Tahun 2024.

Pasal 5

Beberapa ketentuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kota Probolinggo Tahun 2024 yaitu :

a.

Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan
pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran Tahun 2024 di DPRD;
dan

Perangkat Daerah berpedoman pada RKPD Tahun 2024 dalam menyusun

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan DPRD.



Pasal 6
Materi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota

ini.

Pasal 7
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melaksanakan program dan
kegiatan dalam RKPD Tahun 2024 yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024.

Pasal 8
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Juli 2023

WALI KOTA PROBOLINGGO
ttd.
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 11 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
Sekretariat Daerah Kota Probolinggo

HENDRA A, SH.
NIP. 19830930 201001 1 015
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BAB |
Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan
pembangunan tahunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu
pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud merupakan
penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas
pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat. Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Tahun Kelima dari
Perubahan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2021.

Dalam rangka penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 maka tahapan, proses
dan muatan substansi penyusunannya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Secara terperinci, bagan alir tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten / Kota
sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dimaksud dapat
dilihat pada Gambar 1.1. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam
Negeri dimaksud, maka Bappeda Litbang selaku koordinator Tim Penyusun RKPD perlu
melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku
kepentingan. Koordinasi, sinergi dan harmonisasi dimaksud dalam tahapan penyusunan
Rancangan RKPD ini diarahkan melalui penyusunan agenda kerja Penyusunan RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2024 yang meliputi :

a. Persiapan penyusunan RKPD
Tahapan ini meliputi pembentukan Tim Penyusun RKPD, orientasi mengenai RKPD,
penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD, serta penyiapan data dan informasi

perencanaan pembangunan daerah. Untuk RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024, tahapan
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nakan sejak bulan Oktober Tahun 2022 yang meliputi :

Koordinasi Tim Penyusun untuk penentuan jadwal penyusunan RKPD, penyusunan

Kamus Usulan Kegiatan untuk Aspirasi Masyarakat dan Pokok-pokok Pikiran DPRD
serta penentuan Rancangan Awal tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan
tahunan pada Bulan Oktober—November 2022 ;

» Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Aparatur Penyusun Dokumen Perencanaan
Dalam Rangka Persiapan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
Tahun 2024 bagi Subbag Program Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Probolinggo pada Tanggal 22 November 2022 ;

= Bimbingan Teknis Persiapan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan
bagi Camat, Lurah, Kasi Pemmas Kelurahan dan Kecamatan serta LPM pada Tanggal
7 Desember 2022 ;

» Koordinasi Penyusunan, Pengumpulan dan Verifikasi Rancangan Awal Renja
Perangkat Daerah Tahun 2024 pada bulan November-Desember 2022 ;

= Koordinasi pengumpulan data dasar capaian kinerja pembangunan daerah
Tahun 2022 pada Desember 2022—Januari 2023 ;

= Penyusunan pedoman pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam
rangka Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada Desember 2022—Januari 2023.

. Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan

panduan kepada seluruh Perangkat Daerah untuk menyusun rancangan Renja Perangkat

Daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Rancangan awal RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 disusun pada periode bulan

Desember 2022 sampai Januari 2023 dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota

Probolinggo Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota

Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021, serta mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur

Tahun 2019 - 2024, dan RPJMN Tahun 2020 - 2024. Pada tahapan ini juga dilaksanakan

Forum Konsultasi Publik dengan para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan

penyempurnaan terhadap Rancangan Awal RKPD yang telah disusun yang dilaksanakan

pada 6 Februari 2023.

. Penyusunan Rancangan RKPD

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang

telah disusun dalam rancangan awal RKPD dengan rancangan Renja Perangkat Daerah

dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan
demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan
awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang
tercantum dalam rancangan Renja Perangkat Daerah serta untuk mengharmoniskan dan
menyinergikannya terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan provinsi.

Rancangan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 disusun mulai akhir Januari 2023
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ran masukan hasil Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD yang telah

dilaksanakan pada 6 Februari 2023 sampai dengan Minggu ke-3 Maret 2023 sebelum

pelaksanaan Musrenbang RKPD. Rancangan RKPD ini disusun dengan

mempertimbangkan harmonisasi program dan kegiatan prioritas Renja Perangkat Daerah

(melalui kegiatan Desk Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan TAPD yang

dilaksanakan pada Minggu keempat Februari 2024) serta sinkronisasi kebijakan daerah

mengacu pada hasil Kick Off RKP Tahun 2024 (yang dilaksanakan pada 23 Februari

2023) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Timur

(yang dilaksanakan pada 21 Februari 2023).

. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pelaksanaan Musrenbang RKPD ditujukan untuk membahas rancangan RKPD

kabupaten/kota guna memperoleh saran/masukan dan penyepakatan dari para pemangku

kepentingan terkait permasalahan, prioritas pembangunan, program, kegiatan, pagu

indikatif, indikator kinerja serta target kinerja daerah. Sebagaimana amanat Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Musrenbang RKPD Kabupaten / Kota harus

dilaksanakan maksimal akhir maret Tahun n-1. Adapun jadwal pelaksanaan rangkaian

kegiatan Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024

adalah sebagai berikut :

» Musrenbang Kelurahan : 16 Januari—7 Februari 2023 ;

» Musrenbang Kecamatan : 13-17 Februari 2023 ;

= Forum Perangkat Daerah : 23-28 Februari 2023 ;

= Musrenbang Kota : 21 Maret 2023.

. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil dan saran masukan pemangku kepentingan

dalam Musrenbang RKPD Tingkat Kota, maka nantinya akan dilakukan penyempurnaan

terhadap Rancangan RKPD. Dimana untuk penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota

Probolinggo Tahun 2024 dilaksanakan pada April — Me 2023 dan akan dilaksanakan

Reviu APIP atas Rancangan Akhir RKPD pada Minggu ke-3 s/d 4 Mei 2023 sebelum

diajukan untuk proses Fasilitasi Gubernur dan Penetapan RKPD.

. Penetapan RKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD

Kabupaten Kota harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota maksimal pada

akhir Juni Tahun n-1 setelah mendapatkan saran masukan hasil Fasilitasi Rancangan

Akhir & Rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang RKPD oleh Gubernur. Dalam

jadwal pelaksanaan penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024, penetapan RKPD

terdiri dari kegiatan :

= Penyampaian Permohonan Fasilitasi Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan
Walikota tentang RKPD kepada Gubernur : Minggu ke-1 Juni 2023 ;

= Fasilitasi Rancangan Akhir & Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD oleh
Gubernur dan Bappeda Provinsi Jawa Timur : Minggu ke-1 s/d 2 Juni 2023 ;
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aan RKPD berdasarkan hasil Fasilitasi Gubernur : Minggu ke-3

Juni 2023 ;
» Penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD Tahun 2024 : Minggu ke-4 Juni 2023.

Sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 terkait dengan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah serta Tata Cara Penyusunan RKPD, maka RKPD mempunyai kedudukan yang

strategis dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah

dalam hal :

a.

RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program
kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD beserta perubahannya kedalam program

dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;

. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan

tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD);

. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan

rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum

APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh
mana capaian kinerja RPJMD beserta perubahannya sebagai wujud dari kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.
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Gambar 1. 1 Bagan Alir Pedoman Tahapan dan Proses Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017
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Probolinggo Tahun 2024 ini seperti telah disebutkan sebelumnya

merupakan penjabaran Tahun Kelima atau tahun terakhir dari periode RPJMD Kota
Probolinggo Tahun 2019 — 2024 beserta perubahannya. Mengingat tahun akhir dari periode
RPJMD, maka RKPD Tahun 2024 ini memiliki peran strategis dalam usaha pencapaian target
kinerja akhir yang telah diperjanjikan dalam RPJMD serta pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan daerah secara keseluruhan dari seluruh rangkaian prioritas pada tahun
rencana RPJMD. Sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kota Probolinggo
Tahun 2019-2024 ini maka Tema Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2024 yaitu :
“PEMANTAPAN TRANSFORMASI EKONOMI INKLUSIF YANG MENDUKUNG
STABILITAS DAERAH”. Berdasarkan tema pembangunan dimaksud juga dijabarkan menjadi
7 (tujuh) Prioritas Pembangunan. Prioritas pembangunan dimaksud ditetapkan berdasarkan
agenda pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJPN.

Tema pembangunan ekonomi masih menjadi fokus utama dalam pembangunan
daerah, hal ini dilatarbelakangi bahwa pasca Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Tahun 2020
dan perekonomian Kota Probolinggo terkontraksi hingga -3,64%. Pada periode Tahun 2021
sampai dengan 2022 terus dilakukan usaha peningkatan perekonomian, dimana pada
Tahun 2022 tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kota Probolinggo meningkat signifikan menjadi
6,12%. Peningkatan perekonomian dimaksud masih perlu untuk ditingkatkan kembali dalam
kerangka pembangunan inklusif. Oleh karena itu Usaha Peningkatan Perekonomian masih
menjadi fokus utama daerah pada akhir periode RPJMD dimaksud. Fokus Pembangunan
Ekonomi Inklusif ini mengandung pengertian Pembangunan ekonomi yang menciptakan akses
dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan
kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Transformasi
ekonomi inklusif ini menjadi fokus utama pembangunan Tahun 2024 yang selaras dan
berkesinambungan dengan Tema Pembangunan Tahun 2023 vyaitua : Percepatan
produktivitas sektor unggulan dan Sumber Daya Manusia dalam mendukung Transfomasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Fokus tema pembangunan tahunan dibidang
ekonomi dimaksud juga selaras dengan pencapaian Misi Pembangunan Daerah kesatu
sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD yaitu Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing
Berbasis Sektor Potensial. Sedangkan untuk Fokus Kedua vyaitu Stabilitas Daerah
dilatarbelakangi oleh Tahun 2024 sebagai tahun politis dari penyelenggaraan Pemilihan Umum
Serentak yang dilaksanakan secara bersamaan dari tingkat Nasional sampai daerah. Oleh
karena itu diperlukan usaha untuk menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum

daerah dari pelaksanaan pesta demokratis dimaksud.

Berdasarkan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
disebutkan bahwa RKPD Kabupaten/Kota disusun dengan berpedoman pada :
a. Berpedoman pada RKP dan program strategis nasional dilakukan melalui penyelarasan
prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema,
agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program

strategis nasional lainnya ;
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a RKPD provinsi, dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas

pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota
dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan
pembangunan Daerah provinsi.
Mengacu pada ketentuan dimaksud maka Tema Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan
pada RPJMD perlu untuk diselaraskan kembali dengan Tema, Agenda Pembangunan dan
Prioritas Nasional serta Provinsi. Tema pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2024 dimaksud
telah diselaraskan dengan Tema Pembangunan Nasional berdasarkan hasil paparan
Rakorbangpus RKP Tahun 2024 dan Tema Pembangunan Provinsi berdasarkan Rancangan
RKPD Provinsi Jawa Timur. Tema Pembangunan pada RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, sedangkan Tema Pembangunan
Rancangan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia
dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju
Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak”. Adapun persandingan
dan penyelarasan tema, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 dimaksud
secara lengkap disajikan pada Bab IV Rancangan RKPD ini.

Selain penyelarasan tema dan prioritas pembangunan, arahan untuk penyelarasan
sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan strategis dimaksud ditujukan
untuk menelaah kebijakan yang menjadi relevan bagi suatu daerah (yang dengan demikian
harus dipedomani) karena beberapa karakteristik :

1. Amanat perundang-undangan yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau
khusus pada daerah tertentu ;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan
dari kebijakan tersebut ;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi
secara tidak langsung oleh kebijakan dimaksud.
Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategis bagi daerah tahun rencana
karena beberapa karakteristik :
1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah.
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak
diantisipasi dengan program tertentu.
Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan
kegiatan yang diagendakan pada tahun rencana, yang secara implisit disebutkan dalam
pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun
jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun

tidak langsung rencana pembangunan suatu daerah.

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
sebagaimana dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
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Abangunan dan Keuangan Daerah, maka Perencanaan Pembangunan

aerah Tahun 2024 ini akan disusun dengan menggunakan nomenklatur program, kegiatan
dan sub kegiatan serta indikator kinerja sub kegiatan sebagaimana Permendagri dan
Kepmendagri dimaksud. Hasil dari sinkronisasi kebijakan dalam RKPD dimaksud kemudian
ditindaklanjuti melalui Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas, dengan tujuan
penyelarasan program dan kegiatan prioritas pada rancangan awal RKPD dengan program
dan kegiatan prioritas tiap-tiap Perangkat Daerah, termasuk informasi tentang indikator kinerja.
Selain itu juga diarahkan untuk memastikan agar program dan kegiatan prioritas kota telah
sepenuhnya tercantum dalam Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah terkait.

Dengan sumber daya yang dimiliki, Pemerintah Kota Probolinggo bertekad untuk
mewujudkan tema pembangunan Tahun 2024 tersebut secara optimal dalam bentuk program
dan kegiatan yang nantinya akan dituangkan dalam APBD Kota Probolinggo
Tahun 2024. Patut disadari bahwa dengan penetapan tema pembangunan dan program
prioritas di atas, terdapat implikasi serangkaian agenda yang perlu ditindaklanjuti melalui
pelaksanaan program kegiatan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2024. Dalam kerangka
perencanaan, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 ini menjabarkan rencana strategis ke
dalam rencana operasional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat
Daerah. Dalam kerangka penganggaran, RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan
Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD
(PPAS-APBD) Kota Probolinggo Tahun 2024.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Aturan hukum yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kota Probolinggo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);
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g Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 136) ;

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi
di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan
Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
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teri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan
Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana
dirubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun
2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis

Gender Dalam Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1721) ;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal ;

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022
Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677) ;

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan
Gender Dalam Pembangunan Nasional ;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E) ;
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D) ;

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2024;
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erah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2005 — 2025
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 11) ;

29. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3) ;

30. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022

Nomor 7).

1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005, Pemerintah Daerah
sesuai kewenangannya wajib menyusun Perencanaan Pembangunan yang terpadu dengan
Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan yang
terintegrasi secara berjenjang dengan rencana pembangunan di tingkat yang lebih tinggi
(Provinsi dan Nasional). Berpegang pada prinsip bahwa rencana pembangunan daerah
merupakan satu kesatuan dengan rencana pembangunan nasional, maka dalam proses
penyusunan RKPD Kota Probolinggo sebagai dokumen rencana pembangunan tahunan
daerah juga wajib memperhatikan rencana pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.
Oleh karenanya, keberadaan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 juga memiliki hubungan
dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Jawa Timur. Selain itu, RKPD Kota Probolinggo
Tahun 2024 juga berkaitan dengan beberapa perencanaan di tingkat Kota Probolinggo sendiri
antara lain RPJPD Kota Probolinggo Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Probolinggo Tahun
2019-2024 beserta perubahannya, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 beserta
Perubahannya, Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dan RTRW Kota Probolinggo Tahun
2020-2040.

Adapun kedudukan dokumen RKPD di antara dokumen perencanaan lainnya dapat
dilihat pada Gambar 1.2. Sedangkan keterkaitan antara RKPD sebagai dokumen perencanaan

dengan dokumen penganggaran sebagaimana Gambar 1.3.
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Gambar 1. 2 Kedudukan Dokumen RKPD di antara Dokumen Perencanaan Lainnya
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Gambar 1. 3 Keterkaitan Dokumen RKPD dengan Dokumen Penganggaran

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 mengacu pada kebijakan dalam Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), khususnya yang terkait dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan
nasional. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan secara nasional, RKP harus
menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Kota Probolinggo. Meskipun RKPD juga tetap harus
berpedoman kepada RPJMD Kota Probolinggo sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD,
tetapi dinamika nasional dalam rentang waktu tahunan tidak dapat diabaikan. Hal utama yang
harus diperhatikan adalah kebijakan pemerintah pusat yang secara langsung maupun tidak
langsung berpengaruh atau memiliki tujuan terhadap pembangunan Kota Probolinggo.
Sinkronisasi kebijakan nasional dan kebijakan daerah dalam RKPD dimaksud dalam tataran
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iF yang bersifat mengikat secara umum dan menjadi relevan bagi suatu

aerah untuk dipedomani, mengandung peluang bagi pengembangan daerah, mengambil
lokus wilayah di daerah, serta yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi
dengan program tertentu.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 juga harus mengacu berbagai substansi dalam
RKPD Provinsi Jawa Timur. Dalam menjaga sinkronisasi gerak pembangunan dalam cakupan
wilayah Provinsi Jawa Timur, RKPD provinsi Jawa Timur harus menjadi acuan dalam
penyusunan RKPD Kota Probolinggo. Dinamika regional tahunan memerlukan antisipasi
ataupun dukungan agar dapat memaksimalkan capaian kinerja Pemerintah Kota Probolinggo.
Wilayah Kota Probolinggo yang secara administratif berada dalam wilayah Provinsi Jawa
Timur, sangat perlu untuk memperhatikan arah pembangunan Provinsi terkait dengan
keberadaan kota atau kabupaten lain di sekitar wilayah Kota Probolinggo.

Sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
RKPD merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2024 merupakan Tahun Kelima atau tahun terakhir dari Tahun Rencana
RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019 — 2024 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 yang juga telah dirubah melalui Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021. Keterkaitan kedua dokumen perencanaan ini berupa
penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah
dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah
yang ditetapkan dalam RPJMD.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 menjadi pedoman bagi penyusunan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2024. Meskipun RKPD menjadi pedoman penyusunan Renja
Perangkat Daerah, namun perlu dilakukan koordinasi dalam penyusunannya. Sehingga, waktu
penyusunan dilakukan secara bersamaan mengingat RKPD Kota Probolinggo dan Renja
Perangkat Daerah harus memiliki kesesuaian substansi dalam hal program dan kegiatan,
pendanaan serta target kinerja pembangunan daerah untuk masing-masing bidang urusan.

Selain mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan baik di tingkat Nasional,
Provinsi maupun kota, RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 juga perlu mengacu kepada
RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020. Perencanaan terkait tata ruang dan pola ruang dalam
rentang waktu hingga tahun 2024 serta indikasi program strategis perlu diakomodir dalam
RKPD Tahun 2024 agar nantinya mendapatkan prioritas pendanaan. Hal ini ditujukan untuk
mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran
masyarakat Kota Probolinggo.

Sedangkan jika ditinjau dari keterkaitan RKPD sebagai bagian dengan dokumen
perencanaan pembangunan dengan dokumen rencana penganggaran, RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2024 menjadi dasar bagi penyusunan KUA, PPAS, dan Rancangan APBD
Tahun 2024 yang nantinya pada tingkat Perangkat Daerah akan ditindaklanjuti dalam bentuk
penyusunan RKA Perangkat Daerah.
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1.4. MAKSUD DAN TUJUAN
1.4.1. MAKSUD

Maksud penyusunan RKPD adalah untuk mewujudkan sinergitas dan menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan daerah dari pendekatan penetapan program pembangunan
prioritas, pembiayaan pembangunan, dan target kinerja pembangunan daerah serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. RKPD Kota
Probolinggo Tahun 2024 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang
akan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2024 melalui penjabaran pokok-pokok pikiran tujuan dan sasaran pembangunan
tahunan dari dokumen perencanaan pembangunan di atasnya, mengakomodasi kebijakan
pemerintah dan pemerintah Provinsi, isu-isu strategis maupun kesepakatan prioritas program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, serta menjadi landasan dalam

penyusunan dokumen penganggaran di tingkat kota.

1.4.2. TUJUAN

Penyusunan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 memiliki tujuan sebagai :

1. Acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024;

2. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah)
Tahun 2024, sekaligus sebagai dasar lebih lanjut untuk menyusun Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024;

3. Merumuskan Rancangan Kerangka Ekonomi Kota Probolinggo Tahun 2024 dengan
gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan
pembangunan daerah ;

4. Merumuskan Program prioritas pembangunan daerah melalui rencana kerja, pendanaan
dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, memuat program dan
kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai
perhitungan kebutuhan dana serta target kinerja pembangunan daerah dari tahun
anggaran yang direncanakan ;

5. Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya masyarakat/swasta/institusi non pemerintah
serta memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam mendukung

pelaksanaan pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2024.
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A DOKUMEN

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika

sebagai berikut: :

BAB |

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

BAB I

2.1.

2.2.

2.3.

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD,
kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara
dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja
Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan
RKPD, baik yang berskala nasional maupun lokal.
Hubungan antar Dokumen
Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta
penjelasannya. Keterkaitan dengan dokumen lain, sepertii RPJMD Provinsi,
RKP/program strategis nasional.
Maksud dan Tujuan
Memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah
yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang
bersangkutan.
Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan
bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Kondisi Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum
kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan
Realisasi RPJMD Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
pembangunan daerah Tahun 2022. Evaluasi meliputi seluruh program dan kegiatan
yang dikelompokkan menurut kategori urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah,
menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target
capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
Permasalahan Pembangunan Daerah.
Berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan
prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan

layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.
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A EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari

dokumen RKP (Nasional), juga kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD
provinsi. Memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang bertujuan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta
permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Memuat uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh Provinsi Daerah
berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan 5 (lima)
tahunan yang diambil dari dokumen RPJMD.
4.2. Prioritas Pembangunan
Menjelaskan tentang prioritas pembangunan daerah tahun rencana yang diambil dan
dikaitkan dengan program pembangunan daerah pada RPJMD.
BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang
disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana
(RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana Program
dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah
ditetapkan dengan tujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci
(IKK) serta target kinerja pencapaian SPM untuk Urusan Waijib Pelayanan Dasar.
BAB VII PENUTUP
Menegaskan bahwa RKPD Kota Tahun 2024 merupakan acuan penyusunan
Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
Kota Probolinggo Tahun 2024.
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Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1.1. Administrasi Wilayah

Kota Probolinggo merupakan kota sedang yang berfungsi sebagai pusat dari

WP Probolinggo—Lumajang dalam konstelasi perwilayahan Provinsi Jawa Timur dan

bagian dari tlatah atau kawasan kebudayaan Pendalungan yang berbatasan langsung

dengan Selat Madura. Secara geografis Kota Probolinggo berada diantara 7°43'41”

sampai 7°49’04” Lintang Selatan dan 113°10’ sampai dengan 113°15’ Bujur Timur.

Secara administrasi, Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan dan 29 kelurahan dengan

batas-batas administrasi sebagai berikut :

- Sebelah Utara
- Sebelah Timur

- Sebelah Selatan

- Sebelah Barat
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Gambar 2. 1 Peta Administrasi Wilayah Kota Probolinggo
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Berdasarkan data BPS (2023) ketinggian Kota Probolinggo berkisar pada
0 s/d 36 mdpl. Jika ditinjau dari aspek kelerengan maka wilayah Kota Probolinggo
berada pada kelerengan 0 — 2% atau dapat dikatakan memiliki wilayah yang relatif datar
dan memungkinkan untuk pengembangan kawasan, khususnya kawasan budidaya.
Topografi yang semakin tinggi di wilayah selatan berdampak pada arah limpasan air
yang mengarah ke wilayah utara dan berpotensi menyebabkan banjir bila tidak didukung

oleh sistem drainase yang memadai.

Tabel 2. 1 Topoirafi Kota Probolingio Berdasarkan Kecamatan

1 Kademangan 4-36 6,1

2 | Kedopok 6-12 6,0

3 | Wonoasih 4 -36 7,7

4 | Mayangan 4-12 0,9

5 | Kanigaran 0-4 4.0
Kota Probolinggo 0-36

Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2023
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Gambar 2. 2 Peta Topografi Kota Probolinggo
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2.1.1.3. Geologi

Wilayah Kota Probolinggo dibentuk dari bahan induk batuan vulkanik dan zaman

quarter muda (young quarternary volcanic product) dan batuan endapan (alluvium).

Bahan induk tersebut terbentuk dengan fisiografi yang relatif datar. Geologi jenis young

quarternary volcanic tersebar merata di kecamatan Kota Probolinggo sebesar 65,05%

dari luas wilayah sedangkan jenis batuan aluvium sekitar 34,95%, tersebar di

Kecamatan Kademangan, Wonoasih, Mayangan dan Kanigaran.

Tabel 2. 2 Geologi Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

Jenis Batuan (geologi)
No Kecamatan
Alluvium Young Quarternary Volcanic

1 Kademangan 12,62% 12,8%
2 Wonoasih 1,38% 18,2%
3 Mayangan 17,10% 0,7%
4 Kanigaran 3,86% 11,9%
5 Kedopok 0,00% 21,4%
Kota Probolinggo 34,95% 65,0%

Sumber: Bappeda Litbang, 2023
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Gambar 2. 4 Peta Geologi Kota Probolinggo

2.1.1.4. Jenis Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Probolinggo terdiri dari Alluvial, Grumosol dan

Regosol. Jenis tanah alluvial regosol terdapat pada daerah paling utara yaitu daerah

pantai. Alluvial kelabu tua pada bagian tengah ke utara. Jenis tanah yang terluas pada

wilayah Kota Probolinggo adalah alluvial coklat keabuan, yaitu dari bagian tengah

hingga selatan kota. Jenis tanah regosol coklat terdapat sebagian kecil di bagian timur

kota, sedangkan kompleks grumosol hitam dan litosol pada bagian barat daya. Jenis

tanah aluvial merupakan tanah yang sangat baik untuk usaha pertanian, karena pada

jenis ini tersedia cukup mineral yang diperlukan untuk tumbuh-tumbuhan. Demikian pula

jika digunakan untuk bangunan, jenis tanah ini mempunyai daya tahan yang kuat karena

merupakan endapan tanah liat.

Tabel 2. 3 Jenis Tanah Kota Probolinggo Berdasarkan Kecamatan

Jenis Tanah
. . Komplek

No Kecamatan Aluvial Aluvial Aluvial Grumosol | Regosol

. Kelabu Coklat .

Hidromorf Hitam & Coklat
Tua Kekelabuan .
Litosol

1 | Kademangan 3,96% | 6,97% 13,51% 0,00% 1,01%
2 | Wonoasih 0,00% | 0,00% 18,67% 0,93% 0,00%
3 | Mayangan 10,36% | 7,41% 0,00% 0,00% 0,00%
4 | Kanigaran 0,00% | 9,96% 5,51% 0,26% 0,00%
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Jenis Tanah
. , Komplek
. Aluvial Aluvial P
No Kecamatan Aluvial Grumosol | Regosol
) Kelabu Coklat .
Hidromorf Hitam & Coklat
Tua Kekelabuan .
Litosol
5 | Kedopok 0,00% 0,25% 20,07% 0,00% 1,13%
KOTA PROBOLINGGO 14,31% | 24,60% 57,76% 1,19% 2,14%
Sumber : Bappeda Litbang, 2023
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Gambar 2. 5 Peta Jenis Tanah Kota Probolinggo

2.1.1.5. Klimatologi

Berdasarkan data BPS (2023), dari stasiun pengamatan yang ada di Pasuruan
sebagai stasiun terdekat, di Kota Probolingg terpantauhujan turun selama 12 bulan di
sepanjang tahun 2022. Bulan Januari merupakan bulan dengan hari hujan terbanyak
dan pling sedikit terjadi pada bulan September. Tingginya curah hujan pada awal dan
akhir tahun menyebabkan tingginya potensi terjadi banjir dan genangan pada bulan-

bulan tersebut.

Tabel 2. 4 Suhu dan Kelembaban Kota Probolinggo Tahun 2022

- Suhu (°C) Kelembaban (%)
Minimum Rata-Rata Maksimum Minimum Rata-Rata Maksimum
Januari - 22,1 27,4 70 91,2 100
Februari - 22,4 27,6 66 89,9 99
Maret - 22,9 28,1 65 89,6 98
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- Suhu (°C) Kelembaban (%)
Minimum Rata-Rata Maksimum Minimum Rata-Rata Maksimum
April - 22,8 29 63 87,7 99
Mei - 23,4 29 62 88 98
Juni - 23,1 28,5 59 85,3 98
Juli - 22,7 30,4 57 84,4 98
Agustus - 23 28,8 61 77,6 92
September - 23,6 29,1 52 75,5 98
Oktober - 22,7 28,8 67 89 98
November - 22,4 27,4 20,4 91 98
Desember - 22,4 28,6 63 88,7 98

Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2023

Tabel 2. 5 Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Kota Probolinggo Tahun 2022

S Kecepatan Angin (m/det) Tekanan Udara (mbar)

Minimum Rata-Rata Maksimum Minimum Rata-Rata Maksimum
Januari 0 0,9 6 911,4 914,2 916,7
Februari 0 1,1 14 911,5 913,7 916
Maret 0 1,4 10 910,6 913,5 916,4
April 0 1,1 8 911,6 914,3 9171
Mei 0 1,1 25 912,5 914,5 917,2
Juni 0 1,3 905,6 914,7 916,5
Juli 0 1,1 912,7 914,5 916,1
Agustus 0 1,6 - - -
September 0 1,7 - - -
Oktober 0 0,7 10 - - -
November 0 0,9 45 - - -
Desember 0 0,8 10 - - -

Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2023

Tabel 2. 6 Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Probolinggo Tahun 2022

Bulan Curah Hujan (mm) Hari Hujan (hari) Penyinaran Matahari (%)
Januari 693,1 26 1,8
Februari 266,4 21 2,1
Maret 465 25 2,3
April 389,4 18 3,5
Mei 358,2 18 3,7
Juni 155,5 12 4,3
Juli 28 6 49
Agustus 92,5 4.8
September 36 5,2
Oktober 309,4 20 2,2
November 407,3 17 2,1
Desember 347,7 19 2,2

Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2023
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Gambar 2. 6 Peta Curah Hujan Kota Probolinggo
Hidrologi

Kondisi hidrologi dapat menunjukkan kondisi sumber daya air yang terdapat di

perencanaan. Kota Probolinggo mempunyai potensi sumber air yang cukup

banyak, pada umumnya sungai-sungai yang ada mempunyai aliran yang cukup. Wilayah

Kota Probolinggo dialiri oleh 6 (enam) sungai, antara lain Sungai Kedunggaleng, Umbul,

Banger,

Legundi, Kasbah dan Pancur. Sungai-sungai tersebut mengalir sepanjang

tahun, mengalir dari arah Selatan ke Utara sesuai dengan kelerengan wilayah.

Tabel 2. 7 Nama dan Panjang Sungai di Kota Probolinggo

NO NAMA SUNGAI / KALI PANJANG (Km)
1 Kedunggaleng 3,097
2 Umbul 5,138
3 Banger 2,865
4 Legundi 5,439
5 Kasbah 2,037
6 Pancor 4,239
7 Pesisir 3,693
8 Dringu 5,949
9 Tempuran 2,059
10 Afvoer Brantas 3,704
11 Afvoer Bromo 3,297
12 Pakis 3,225
13 Gladak Serang 4,392
14 Akub 3,693
15 Belo’an 5,539
16 Esan 4,137
17 Bangsingan 2,844
18 Barat TPA 2,510
19 Kedunggaleng 1 3,206

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023
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Selain memanfaatkan aliran air sungai untuk irigasi usaha di sektor pertanian,

kondisi hidrologi Kota Probolinggo juga didukung oleh keberadaan sumber mata air yang

dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian serta berpotensi sebagai obyek wisata.

Tabel 2. 8 Sumber Mata Air di Kota Probolinggo

LOKASI
MO LA AR KELURAHAN KECAMATAN
1 Sumber Mata Air Langse Triwung Lor Kademangan
2 Sumber Mata Air Pilang Renes Pilang Kademangan
3 Sumber Mata Air Jalil Ketapang Kademangan
4 Sumber Mata Air Tiban Pilang Kademangan
5 Sumber Mata Air Gentong Pilang Kademangan
6 Sumber Mata Air Umbul Curah Ginting Kanigaran
7 Sumber Mata Air Pacar Tisnonegaran Kanigaran
8 Sumber Mata Air kekok Tisnonegaran Kanigaran
9 Sumber Mata Air Arum Mangunharjo Mayangan
10 | Sumber Mata Air Jati Jati Mayangan
11 Sumber Mata Air Sumbertaman Sumber Taman Wonoasih
12 | Sumber Mata Air Ardi Wonoasih Wonoasih
13 | Sumber Mata Air Kareng Kareng Lor Kedopok
14 | Sumber Mata Air Grinting Sumber Wetan Kedopok
15 | Sumber Mata Air Sentong Jrebeng Wetan Kedopok
Sumber : DLH, 2023
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Gambar 2. 7 Peta Hidrologi Kota Probolinggo

Kedalaman Air Tanah

Kedalaman air tanah Kota Probolinggo didominasi oleh kedalaman 4 — 8 m

sebesar 40,36% sedangkan kedalaman di bawah 4 m sebesar 26,87% dari luas wilayah.

Dapat dikatakan semakin ke selatan maka kedalaman air tanah akan semakin tinggi.
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2. 9 Kedalaman Air Tanah Berdasarkan Kecamatan

Kedalaman Air Tanah
No Kecamatan Kedalaman Kedalaman Kedalaman
< 4 Meter 4 - 8 Meter 8 - 12 Meter
1 | Kademangan 7,90% 12,80% 4,75%
2 | Wonoasih 0,00% 5,72% 13,88%
3 | Mayangan 16,99% 0,78% 0,00%
4 | Kanigaran 2,08% 13,64% 0,00%
5 | Kedopok 0,00% 7,42% 14,03%
KOTA PROBOLINGGO 26,97% 40,36% 32,66%
Sumber : Bappeda Litbang, 2023
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Gambar 2. 8 Peta Kedalaman Air Tanah Kota Probolinggo
2.1.1.8. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Probolinggo didominasi oleh penggunaan lahan tidak
terbangun baik berupa perairan, sawah maupun mangrove sebesar 74,33% dari luas
wilayah. Adapun kawasan terbangun adalah seluas 25,67% dari luas wilayah yang
didominasi oleh kawasan perumahan. Kecamatan Mayangan dan Kanigaran merupakan
wilayah dengan luas lahan terbangun lebih besar dibandingkan lahan tidak terbangun.

Secara keruangan konsentrasi aktivitas cenderung terpusat terkonsentrasi di
Kecamatan Mayangan dan Kanigaran sebagai pusat kota dengan kepadatan penduduk
dan bangunan yang tinggi serta didominasi oleh aktivitas di sektor sekunder. Sebaliknya
Kecamatan Kademangan, Kedopok dan Wonoasih memiliki kepadatan yang relatif
rendah dengan dominasi kegiatan di sektor primer khususnya pertanian. Pola

penggunaan lahan tersebut menjadikan struktur ruang Kota Probolinggo cenderung
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ini  hanya memiliki

satu pusat

pelayanan.Apabila di wilayah utara berkembang perumahan dengan kepadatan tinggi

dan berkarakteristik kekotaan maka di wilayah selatan khususnya di Kecamatan

Wonoasih berkembang perumahan yang lebih berkarakteristik pedesaan yang pada

umumnya mengelompok dalam suatu kawasan dan dikelilingi oleh kawasan pertanian

atau berkembang secara linier di sepanjang jalan utama yang ada.

Tabel 2. 10 Penggunaan Lahan Kota Probolinggo Tahun 2022

No Penggunaan Lahan Luas (Ha) %
1 | Perairan 174,46 3,16%
2 | Fasilitas Umum 18,58 0,34%
3 | Fasilitas Peribadatan 5,39 0,10%
4 | Industri 112,03 2,03%
5 | Jalan 211,25 3,82%
6 | Kebun dan Tegalan 1.848,18 33,45%
7 | Makam 34,57 0,63%
8 | Mangrove 112,46 2,04%
9 | Perkantoran 6,80 0,12%
10 | Permukiman 1.013,52 18,34%
11 | Perdagangan dan Jasa 28,96 0,52%
12 | Fasilitas Kesehatan 2,46 0,04%
13 | Sawah 1.937,35 35,06%
14 | Fasilitas Pendidikan 19,72 0,36%
Sumber : DPUPR-PKP, 2023
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engembangan Wilayah

Kemampuan lahan Kota Probolinggo didominasi lahan kelas kemampuan | yang
memiliki sedikit penghambat yang membatasi penggunaannya. Lahan kelas |
memungkinkan untuk penggunaan budidaya dan pertanian. Dapat dikatakan bahwa
secara fisik Kota Probolinggo memiliki potensi pengembangan wilayah guna mendukung
fungsi kota sebagai simpul perdagangan dan jasa, terlebih dengan adanya dukungan
fasilitas transportasi berupa jalan tol dan Pelabuhan Pengumpul. Ke depan diharapkan
Kota Probolinggo dapat memainkan peran yang lebih besar dalam lingkup
pengembangan Kawasan Bromo-Tengger-Semeru sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, khususnya sebagai kawasan pendukung
sekaligus pintu gerbang menuju KSPN BTS.

Guna mengarahkan sekaligus mengendalikan perkembangan ruang kota,
Pemerintah Kota Probolinggo telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020
tentang RTRW Kota Probolinggo Tahun 2020-2040. Dimana muatan RTRW telah
menetapkan struktur dan pola ruang kota dengan harapan dapat menjadi acuan
pengembangan kota secara spasial. Di sisi pola ruang, RTRW telah menetapkan
kawasan-kawasan pengembangan baik berupa kawasan lindung maupun budidaya di
antaranya pengembangan kawasan peruntukan industri di Jalan Brantas serta sekitar
pelabuhan serta penetapan kawasan pelabuhan sebagai kawasan strategis
pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B) sebagai kawasan penyangga kebutuhan pangan. Selain
pengembangan kawasan budidaya RTRW juga memuat pelestarian dan
pengembangan kawasan lindung seperti: pelestarian dan pengembangan kawasan
mata air, pengembangan potensi wisata di wilayah pesisir serta mengupayakan
pemenuhan 20% RTH Publik.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 | .11




T41000.000 742500.000

F44000.000 F45500.000

FATO00.000 TA8500.000

Pemerintah Kota Probolinggo
4| https:fprobolinggoketa.goid

SL45500.000
;.

9144000000

S142500.000

KABUPATEN
PROBOLINGGO |

1 o+ 7]

9142000.000

5139500.000

9138000,000

F136500,000

| ek~

SELAT MADURA

i ! +
/7 KABUPATEN

§ — PROBOLINGGO
s :

9138000.000 9139500.000 9141000.000

9136500.000

PEMERINTAH

KOTA PROBOUNGGO

$145500.000

PETA KEMAMPUAN LAHAN
KOTA PROBOLINGGO

9144000.000

1:60,000

$142500.000

KETERANGAN:
O tantar Kecameion @@ poigbuhan

*  Kantor Kehurahan
(%) Kantor Walikoto B s

®  Teomporied B remina
=== Botos Kecamoton s ok Arteri Primar

Batas Kelurohon —— lalan Artari Sekundsr

—— s Kota
=== Garix Paniai

el Klektor Prierer Sat
—— Jndan Knlektor Sekunder
Jobar Lekeil Sekundar
—Jakan Tol
= == Rl Kereto Api

KEMAMPUAN LAHAN
I ¥slos |, kowazan permukiman don fanaman semusin

FKadas I, kawasan permukinian den tanaman fabwrsn

/ 1 [/ i |z

g L rroBOLNGGO | | ; [ 18
§ e [ ] N S B e —# + + & | sumbsr: BAPPEDA LITBANG KOTA PROBOLINGGO

N [y - / i i 1 [ f

” THWOGO00  73S00000  7AI000000  TASDOO0G 400000 74500000 7APDDOGOD  74BSO0.O00 "'

Gambar 2. 10 Peta Kemampuan Lahan Kota Probolinggo

2.1.1.10. Kawasan Rawan Bencana

Jenis bencana yang teridentifikasi dalam di Kota Probolinggo meliputi: kawasan

rawan banjir, kawasan rawan banjir lahar, kawasan rawan gelombang pasang, kawasan

rawan angin puting beliung, kawasan rawan kebakaran.

A. Kawasan Rawan Banijir

Kawasan rawan genangan air (banjir) di Kota Probolinggo hampir tersebar di

seluruh kecamatan dan diperburuk oleh keadaan saluran drainase yang rusak dan

terjadinya banjir lahar dingin Gunung Bromo. Ancaman banijir cenderung pada level

sedang hingga tinggi dengan persentase ancaman kawasan banjir terbesar ada di

Kecamatan Kanigaran (36,59%).

Tabel 2. 11 Luasan Kawasan Banjir Berdasarkan Kecamatan

Ancaman Banijir
Kecamatan Rendah Sedang Tinggl Persentase (%)
Kademangan 4,52 43,95 9,48 10,71%
Kanigaran 24,38 114,83 58,69 36,59%
Kedopok 15,19 94,65 16,37 23,33%
Mayangan 7,48 64,81 76,38 27,49%
Wonoasih 1,17 9,03 0 1,88%
Persentase (%) 9,75% 60,50% 29,75%
Sumber : Bappeda Litbang, 2023
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Gambar 2. 11 Peta Kawasan Rawan Banjir Kota Probolinggo

B. Kawasan Rawan Banjir Lahar

Selain kawasan rawan banjir sebagaimana disebutkan di atas, di Kota
Probolinggo juga terdapat kawasan rawan banijir lahar akibat erupsi Gunung Bromo.
Kawasan rawan banijir lahar terutama berada pada kawasan disekitar sungai yang ada
di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Kedopok dan Kecamatan Kademangan yang
berbatasan dengan wilayah Kabupaten Probolinggo. Kecamatan dengan dampak banjir
lahar terbesar adalah Kecamatan Kademangan yang dilintasi oleh aliran sungai dari
wilayah selatan (Gunung Bromo). Untuk lebih jelasnya luas kawasan rawan bencana

banjir lahar di Kota Probolinggo sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 12 Luasan Kawasan Banjir Lahar Berdasarkan Kecamatan

Kawasan Rawan Bencana Banjir Lahar
Kecamatan Luas Persentase (%)
Rendah Sedang Tinggi
Kademangan 51,27 204,98 103,81 | 360,06 43,87%
Kedopok 51,56 100,78 0,15 | 152,49 18,58%
Wonoasih 119,13 182,18 6,95 | 308,26 37,56%
Total 221,96 487,94 110,91 | 820,81
Persentase (%) 27,04% 59,45% 13,51%

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 | 11.13



Pemerintah Kota Probolinggo

https:fprobalinggoketa.goid

T3500.000 F41000.000 F41500.000 F44000.000 TH5500.000 TATO00.000 T48500.000

g SELAT MADURA B PEMERINTAH
g + + + + 5 ‘ g KOTA PROBOLINGGO
5 ] 5
] PETA ANCAMAN BANJIR LAHAR
A g KOTA PROBOLINGGO
+ + + <A1 g

9144000000

A

5| casupatin TR 4 g 1:60,000
] ; I g ,
7| PROBOLINGGO - Z | KETERANGAN:
! O Kantor hm«aumﬂ Polabuhan
- s o Kaantor Knlurahan
g - 7 4 [ 2| (8 Kantor Walikoto R s
® I L3 g s
S o/ KABUPATEN | T
Bl PROBOLINGGO 5| === Botos Kecamoton s Jalan Aderi Primer
( : NG Batos Kolurahon —— Jalan Artari Sakundlar
5 e Botos Koto e Jahan Klektor Primer Sans
§; E === Garis Pantai —— lslan Entaktor Sekindar
% * £ & Jaban Lokal Sekundar
= E mJalan Tal
& o
==« el Kerata Api
E (B | ANcAMAM BANJIR LAHAR
En + g Rendah
A A Sadang
1) : e

g/ g
§ * &
& b
] ; =
g KABUPATEN' | | =
| /) PROBOLNGGO .| | g
g T / * (. * * E Sumber: BAPPEDA LITBANG KOTA PROBOLINGGC
g ! A 7 / f Il g
738000000 733500000 741000000 74ISO0.000 744000000 745500000 747000000  748500.000 »

Gambar 2. 12 Peta Kawasan Rawan Banjir Lahar Kota Probolinggo

C. Kawasan Rawan Angin Puting Beliung

Kawasan rawan bencana angin puting beliung di Kota Probolinggo sering
disebut juga angin gending. Angin puting beliung umumnya terjadi pada musim
pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Angin
ini melanda seluruh Kota Probolinggo. Tingginya kecepatan angin puting beliung dapat

menimbulkan robohnya bangunan, baliho, tiang listrik dan pohon.

Tabel 2. 13 Luasan Kawasan Rawan Angin Puting Beliung Berdasarkan Kecamatan

Kawasan rawan Bencana Angin Puting
. Persentase
Kecamatan Beliung (%)

Rendah Sedang Tinggi
Kademangan 581,91 523,17 295,93 25,45%
Kanigaran 660,12 205,09 0 15,72%
Kedopok 958,87 221,72 0 21,45%
Mayangan 563,97 414,14 0 17,77%
Wonoasih 1.079,24 0 0 19,61%
Persentase (%) 69,84% 24,78% 5,38%

Sumber : Bappeda Litbang, 2023
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Gambar 2. 13 Peta Kawasan Rawan Puting Beliung Kota Probolinggo

D. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan bencana gelombang pasang air laut yang berpoteni terjadi di

Kota Probolinggo ada 2 (dua) macam yaitu :

» Kawasan Rawan Bencana Gelombang Pasang

Kawasan rawan bencana gelombang pasang di Kota Probolinggo meliputi

beberapa bagian dari wilayah kecamatan yang berlokasi di sekitar Pantai Utara

yaitu,

Kecamatan Mayangan dan Kecamatan Kademangan.

Pengendalian

pemanfaatan ruang antara lain, dengan pembatasan kegiatan budidaya ikan tambak
dan penanaman mangrove di sekitar kawasan pantai. Selain itu pembangunan fisik
di sepanjang Pantai Utara Kota Probolinggo harus memperhatikan ketentuan

sempadan pantai.

Tabel 2. 14 Luasan Kawasan Rawan Gelombang Pasang Berdasarkan Kecamatan

Kawasan Rawan Bencana Gelombang
Kecamatan Pasang Luas (ha)
Rendah Sedang Tinggi
Kademangan 50,79 50,04 20,31 121,13
Mayangan 24,30 137,35 131,81 293,45
Jumlah 75,09 187,38 152,11 414,58

Sumber : Bappeda Litbang, 2023
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Gambar 2. 14 Peta Kawasan Rawan Gelombang Pasang Kota Probolinggo

E. Kawasan Rawan Kebakaran

Kawasan rawan bencana kebakaran di Kota Probolinggo meliputi beberapa
bagian dari wilayah kecamatan Mayangan (Kawasan Pelabuhan) dan Kecamatan
Kanigaran yang merupakan wilayah dengan kepadatan bangunan yang tinggi.
Kebakaran gedung dan permukiman penduduk sangat sering terjadi.

Tabel 2. 15 Luasan Kawasan Kebakaran Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan Rawan Bencana Kebakaran Luas (ha)
Rendah Sedang Tinggi
Kademangan 21,46 170,07 44,24 235,77
Kanigaran 0,00 174,52 29,99 204,51
Kedopok 2,86 107,64 0,00 110,50
Mayangan 33,07 176,89 149,34 359,30
Wonoasih 6,36 115,88 0,00 122,24
Jumlah 63,76 744,99 223,58 1.032,33

Sumber : Bappeda Litbang, 2023
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Gambar 2. 15 Peta Kawasan Rawan Kebakaran Kota Probolinggo

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo,
BPBD Kota Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana
secara terintegrasi yang meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca
bencana. Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin
cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan
publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi. Hal ini berarti,
bahwa paradigma manajemen BPBD Kota Probolinggo yang mengemban tugas berat
untuk masyarakat terdampak bencana, juga harus berubah sejalan dengan perubahan
paradigma dalam penanggulangan bencana vyaitu dari yang bersifat responsif ke
preventif dengan karakter Good Governance.

Sebagaimana data yang diterima oleh kantor BPBD Kota Probolinggo bencana
yang umum terjadi di Kota Probolinggo pada tahun 2022 ada 3 jenis yaitu banijir, angin

kencang dan kebakaran.

Tabel 2. 16 Data Kejadian Darurat Bencana
Dengan Kecepatan Respon Kurang Dari 24 Jam Tahun 2022

NO JENIS LOKASI PENYEBAB KELURAHAN <24 Jam
KEJADIAN
1. JI. Bengawan Angin : Jrebeng wetan 60 Menit
solo kencang di
2. Pohon JI. Maramis sertai hujan Kanigaran 60 Menit
3. Tumbang JI. Hayam deras M hari 60 Menit
Wuruk angunharjo
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JENIS LOKASI PENYEBAB KELURAHAN <24 Jam
KEJADIAN
seb.selatan
kantor
Inspektorat
4, JI. KH.Mansyur Sukabumi 60 Menit
5. JI. Gubernur 60 Menit
Suryo sekitaran Tisnonegaran
Perum Asabri
6. JI. Gatot Subroto Jati 60 Menit
7. JI. Ikan Tongkol 60 Menit
Gg.2 Mayangan
8. Halaman SDN 60 Menit
Mayangan 4
9. JI. Sunan Jati 60 Menit
Kalijogo Gg 2
10. JI. Srikandi Sukoharjo 60 Menit
11. JI. Kyai Mojo Wiroborang 60 Menit
12. JI. Basuki Mangunhario 60 Menit
Rahmad TWSL gunhar)
13. Jrebeng Wetan Kedopok 60 Menit
14. Kanigaran 60 Menit
15. Kanigaran dan 60 Menit
Genangan Air | Kebonsari Kulon Hujan deras Kanigaran
16. Kebosari Kulon 9 60 Menit
dan
Tisnonegaran
17. Sukabumi Mavanaan 60 Menit
18. Jati yang 60 Menit
19. Sukoharjo Kanigaran 60 Menit
20. Rumah Rumah an . angin kencang 60 Menit
Roboh Sardi JI. KUA RT | di sertai hujan Kedopok
04 RW 04 deras
21. JI. Supriyadi Kondisi pohon 60 Menit
belakang Pabrik yang sudah Tisnonegaran
Eratex Djaya rapuh
22. Pohon JI.Kinibalu angin kencang 60 Menit
t perum 4 dan di sertai hujan Ketapang
umbang LA d
Argopuro eras
23. JLKH. Fadhol | 3pginencang | 60 Menit
RT 01 RW 07 i sertai hujan ademangan
deras
24. koéTQStJatUh JI lkan Dorang Laka laut Mayangan 60 Menit
25. Rumabh Ibu. 60 Menit
Rumah Yunda Rini
tersambar JL.Ir. Sutami RT hujan dan Jrebeng Kidul
petir 01 RW 01 Kel. angin
Jrebeng Kidul
26. JI. Jambu Kel. Sumberwetan 60 Menit
Sumber Wetan
27. hujan dan 60 Menit
angin serta
Pohon JLIr.Sutami kondisi pohon Kel. Pakistaji
Tumbang Kel.Pakistaji yang berada :
di pikiran
sungai
28. JI.Gubernur Hujan dan Kel. Kani 60 Menit
Suryo angin el. Kanigaran
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JENIS LOKASI PENYEBAB KELURAHAN <24 Jam
KEJADIAN
29. JI.Cokroaminoto Kanigaran 60 Menit
30. Jl.Walikota Gatot Kanigaran 60 Menit
31. JI. Raden Wijaya 60 Menit
32. JI. Srikandi Sukoharjo 60 Menit
33. Plensengan Jl.Tambora Gg. Plengsengan 60 Menit
ambrol aliran | Bangkit RT 01 retak Kademangan
sugai legundi | RW 03
34. . JI. Soekarno angin kencang 60 Menit
Ee;lrr]\élgggohon Hatta (menara di sertai hujan Sukoharjo
air) deras
35. akibat hujan 60 Menit
lebat
Genangan air | JI. Brantas tmenyebabkan Kademangan
anggul sawah
milih warga
jebol
36. JLIr. Sutami seb. | angin kencang 60 Menit
Timur lampu di sertai hujan Wonoasih
merah Wonoasih deras
37. JI. Pattimura Mangunharjo 60 Menit
38. JI. Brantas Kademangan 60 Menit
39. Pohon JI. Argopuro 60 Menit
Tumbang Perum Kopian
Barat Ketapang
40. JI. Lawu depan 60 Menit
PP Pesantren
Riyadlus Solihin Angin
41. JI. KH.Hasan Kencang 60 Menit
Genggong ,
42. JI. KH.Hasan Sukoharjo 60 Menit
Kebakaran
Genggong
43. JI. Lawu depan 60 Menit
PP Pesantren Ketapang
Riyadlus Solihin
44, JI. KH.Hasan : 60 Menit
Genggong Sukoharjo
45. JI. Dr.Saleh 60 Menit
(halaman SDN
Sukabumi 2)
46. JI. Dr.Saleh 60 Menit
sekitaran Polres
Pohon Probolinggo
Tumbang Kota
47. JI. Kh. Mansyur 60 Menit
Kebarat Alun2
48. Jl.Wahidin Hujan deras Sukabumi 60 Menit
49. Jl.Imam Bonjol disertai angin 60 Menit
utara SDK kencang
MaterDei
50. JI Panjaitan 60 Menit
Utara
Primagama
51. JI Soekarno 60 Menit
Hatta depan
dealer motor
52. Tower Roboh | JI Ikan Paus Mavanaan 60 Menit
Sekitaran yang
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JENIS LOKASI PENYEBAB KELURAHAN <24 Jam
KEJADIAN
Kecamatan
Mayangan
53. JI Basuki 60 Menit
Rahmad depan
Pohon Dinas: .
Tumbang Pendidikan _ .
54. JI Hayam Wuruk Mangunharjo 60 Menit
selatan kantor
Inspektorat
55. Tower Roboh | JI Hayam Wuruk 60 Menit
sekitaran PDAM
56. JI MT Haryono 60 Menit
Gg 6 Jat
57. JI Gatot Subroto 60 Menit
Gg 2
58. JI Panglima 60 Menit
Sudirman depan
59, | Pohon Eog o '0%2'0 60 Menit
: upriadi eni
Tumbang tembus SMPN
10 Hujan deras
60. Ji Suroyc_; depan | disertai angin Tisnonegaran 60 Menit
kantor Dispenda kencang
Kabupaten
Probolingo
61. Papan JI Dr.Sutomo 60 Menit
Reklame depan toko ABC
Roboh
62. JI Maramis Kanigaran 60 Menit
63. JI Pahlawan Kebonsari Kulon 60 Menit
64. JI. Dr. Saleh 60 Menit
depan Taman Tisnonegaran
Pohon Siswa ,
65. | Tumbang JI. Pahlawan Hujan deras 60 Menit
Sekitaran Lap. disertai angin Kebonsari Kulon
Kodim0820 kencang
66. JI. S.Parman Jati 60 Menit
Hal. SDN Jati 4 &l
67. (I:ggiltngil:atan Pohsangit Kidul, 60 Menit
sungai JI Prof Hamka Sumberwetan,
| . Kademangan
egundi
68. Pohon JI Ir Sutami Jrebeng Kidul 60 Menit
Tumbang
69. Genangan Air | JI KH Hasan Gg 60 Menit
Hijrah Hujan deras Sukoharjo
70. Kebakara.n | J1 Hayaw Wuruk 60 Menit
meteran listrik
71. \é.lIJ(E;JObernur Ke_ls_i:\(?kgol Kebonsari Kulon 60 Menit
72. JI. Kartini Angin Sukabumi 60 Menit
Pohon kencang
73. tumbang \(J.;I.gII\I/IIT.Haryono Hujan deras Mangunharjo 60 Menit
74. JI. Nanas kAngln Sumber wetan 60 Mol
encang

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024

| 11.20




Pemerintah Kota Probolinggo

https:{fprobolinggokota.go.id

JENIS LOKASI PENYEBAB KELURAHAN <24 Jam
KEJADIAN
7s. JI.Kapuas Kbeaskatr: gckzzt Curah grinting 60 Menit
76. JI. Sunan Ampel Hujan deras Jrebeng lor 60 Menit
77. JI. Sunan 60 Menit
Kalijogo Gg. 2 Jati dan
dan JI.KH.Hasan Sukoharjo
Gg. Melati
78. JI. Sunan Sunan Huian der Jati 60 Menit
Genangan air | Kalijaga ujan deras
79. JI.LKH.Hasan 60 Menit
Gg.Melati dan Sukoharjo
Gg. Damai
80. JI.LKH. Mansyur Mangunhario 60 Menit
Gg. X 9 )
81. JI. Pahlawan 60 Menit
82. JI. Brantas Kesenggol 60 Menit
selatan Kec. T Kademangan

ruck
Pohon Kademangan
83. Tumbang Hal. Pondok 60 Menit
Riyadlus . Ketapan
Sholihin Ji, Lawy | Huian deras Pans

- disertai

84. Rumabh ibu anginkencang
Rumah Tosari RT 05
Roboh RW 01 Kel.
Triwung Kidul

60 Menit
Triwung Kidul

Sumber : BPBD, 2023

Gambar 2. 16 Dokumentasi Reaksi Cepat Kejadian Bencana Tahun 2022
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Probolinggo melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Kelurahan Tangguh Bencana 2022

emerintah Kota Probolinggo
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gka pencegahan dan kesiapsiagaan bencana tahun 2022 BPBD Kota

Pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana di beberapa kelurahan yaitu:

JENIS TINGKATAN SUMBER
NO | KECAMATAN | KELURAHAN ANCAMAN DESTANA DANA
Banijir,
KEBONSARI Kebakaran, APBD Provinsi
1 KANIGARAN KULON Angin Pratama Jatim
Kencang
Banijir,
2 | MAYANGAN | WIROBORANG Kﬁgﬁkara”’ Pratama APBD
Kencang
Banijir,
JREBENG Kebakaran,
3 | WONOASIH KIDUL Angin Pratama APBD
Kencang
Sumber : BPBD, 2023
b. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)
Tabel 2. 18 SPAB 2022
SEKOLAH/ JENIS SUMBER
NO MADRASAH KECAMATAN | KELURAHAN ANCAMAN DANA
APBD
BANJIR,
1 MA RIYADLUS KADEMANGAN | KETAPANG KEBAKARAN & PROVINSI
SHOLIHIN GEMPA JAWA
TIMUR
APBD
TISNONEGAR | KEBAKARAN & | KOTA
2 | SMPN2 KANIGARAN | AN GEMPA PROBOLI
NGGO
Sumber : BPBD, 2023
c. Pemasangan Early Warning System (EWS)
Tabel 2. 19 EWS 2022
NO| JENS | KELURAHAN | KECAMATAN | TITIKEWS | KEPEMILIKAN | KETERANGAN
CCTV
real time 56Q9+3GX,
1 gZTa KEDUNG Wonoasih \vae:nuonagsgi;ﬁleng, BPBD KOTA DAM
. . | GALENG 7 PROBOLINGGO | KEDUNGGALENG
ketinggi Probolinggo
an air City, East Java
ekstrim
CCTV 663G+FR,
real time Kedung Asem
. : : BPBD KOTA DAM BUNGOR/
2 | dan KEDUNGASEM Wonoasih Wonoe}3|h, PROBOLINGGO | KEDUNGKEMIR]
Data Probolinggo
ketinggi City, East Java
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J:xlss KELURAHAN KECAMATAN TITIK EWS KEPEMILIKAN KETERANGAN
an air
ekstrim
CCTV 657P+F9V,
real time Pohsangit
dan Kidul,
Data | KADEMANGAN | Kademangan | Kademangan, Psopggl_'fgggo DAM KELEP
ketinggi Probolinggo
an air City, East Java
ekstrim 67251

Sumber : BPBD, 2023

Lebih lanjut, dalam rangka penanganan pasca bencana BPBD Kota Probolinggo

pada Tahun 2022 melakukan normalisasi saluran mealui kegiatan padat karya di

beberapa lokasi yaitu:

a. Jl Cangkring RT 07 RW 02 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran.
b. JI. KH Genggong Gg Pelita RT 07 RW 05 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan

Kanigaran.

c. JI Sunan Kalijaga Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Kanigaran.

2.1.1.11. Aspek Demografi

Jumlah penduduk Kota Probolinggo pada Tahun 2022 berdasarkan BPS (Kota

Probolinggo Dalam Angka) adalah sejumlah 243.200 jiwa yang terdiri atas 120.545 jiwa
penduduk laki-laki dan 122.655 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk paad Tahun 2022
sebesar 1,70% dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,28. Kepadatan penduduk Kota

Probolinggo tahun 2022 mencapai 4.448 jiwa/km? atau dengan kata lain dalam setiap

kilometer persegi terdapat 4.448 orang yang tinggal di area tersebut. Namun demikian

sebaran penduduk cenderung tidak merata di semua wilayah, dimana konsentrasi

penduduk terbesar ada di Kecamatan Mayangan dan Kanigaran.

Tabel 2. 20 Kepadatan Penduduk Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

No Kecamatan Penduduk Pers(:‘-)z/'r)\)tase Sex Ratio
1 | Kademangan 45.350 18,65% 97,74
2 | Kedopok 39.260 16,14% 99,09
3 | Wonoasih 35.730 14,69% 100,63
4 | Mayangan 61.790 25,41% 97,92
5 | Kanigaran 61.070 2511% 97,17
Kota Probolinggo 243.200 100,00% 98,28

Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2023
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e

penduduk Kota Probolinggo dapat dikategorikan sebagai piramida
penduduk muda (ekspansif) dimana penduduk usia muda cenderung lebih dominan. Hal
tersebut memberikan dampak positif berupa ketersediaan SDM namun tentu saja harus

harus didukung dengan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM.

75+

70s/d 74
65s/d 69
60s/d 64
555/d 59
50s/d 54
45s/d 49
40 s/d 44
35s/d 39
30 s/d 34
25s/d 29
20s/d 24
15s/d 19
10s/d 14

5s/d 9
O0s/d 4

B Laki-Laki = Perempuan

Gambar 2. 17 Piramida Penduduk Kota Probolinggo Tahun 2022
Sumber : BPS Kota Probolinggo, 2023

Ditinjau dari ketenagakerjaan, berdasarkan data BPS jumlah angkatan kerja
Kota Probolinggo Tahun 2022 adalah sebesar 129.272 orang yang terdiri dari 75.872
laki-laki (58,69%) dan 53.400 perempuan (41,31%). Dari jumlah angkatan kerja tersebut
sebanyak 123,364 orang (95,43%) bekerja dan 5.908 orang (4,57%) adalah
pengangguran. Ditinjau dari lapangan kerja, dari keseluruhan penduduk yang bekerja
sebanyak 63,76% bekerja di sektor jasa, 30,24% di sektor manufaktur dan sisanya
sebesar 6% bekerja di sektor pertanian.

Sebagai bagian dari wilayah asimilasi budaya Jawa dan Madura atau
Pendalungan, budaya masyarakat Kota Probolinggo sangat dipengaruhi budaya Madura
dan Islam dengan bahasa sehari-hari yang banyak digunakan masyarakat adalah
Bahasa Madura. Asimilasi antara budaya Jawa dan Madura menghasilkan budaya
Pendalungan dengan komunitas yang tersebar di pesisir Pantai Utara Jawa Timur dan
sebagian Pesisir Selatan Jawa Timur bagian timur.

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 | 11.24




Pemerintah Kota Probolinggo

https:{probolinggokota.go.id

SEJAHTERAAN MASYARAKAT
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tinjauan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi merupakan gambaran
kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dalam kurun 5 tahun
terakhir (2018-2022). Indikator-indikator yang digunakan untuk menggambarkan
kesejahteraan tersebut adalah: pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita,
kontribusi 3 sektor (pertanian, industri pengolahan dan perdagangan) terhadap PDRB
serta skor pola pangan harapan. Realisasi indikator-indikator tersebut pada tahun 2018-
2022 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 21 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kota Probolinggo
Tahun 2018-2022

INDIKATOR KINERJA REALISASI KINERJA

NO SATUAN
PEMBANGUNAN DAERAH 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Fokus Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi

1 Pertumbuhan PDRB % 5,93 | 5,94 -364| 4,06 6,12
2 | Lajuinflasi % 2,18 | 1,99 1,88 | 1,76 | 5,45
Juta

3 | PDRB per kapita 4473 | 47,8 46,3 | 48,51 | 53,17

Rupiah

Kontribusi sektor Pertanian,
4 | Kehutanan dan Perikanan % 6,27 | 5,99 6,17 | 5,72 | 5,98
terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Industri o
5 Pengolahan terhadap PDRB %o 15,18 | 14,62 | 14,46 | 14,67 | 14,59

Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB

Pencapaian skor Pola Pangan Indeks 90.2 | 869 84,2 78,2 | 85,1
Harapan (PPH)

Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah terkait, 2023

% 25,89 | 26,15 | 25,71 | 26,35 | 26,48

7

Secara umum realisasi kinerja aspek kesejahteraan masyarakat pada tahun
2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan PDRB sebagai
gambaran kondisi perekonomian menunjukkan tren positif dan terus mengalami
peningkatan pasca terkontraksi pada saat Pandemi Covid-19. Sektor-sektor dominan
seperti industri pengolahan dan perdagangan mengalami kenaikan dari tahun 2021.
Sektor pertanian juga turut mengalami peningkatan khususnya dari sektor perikanan
baik tangkap maupun budidaya.

Di tengah semakin membaiknya kondisi perekonomian pada tahun 2022, Kota
Probolinggo dihadapkan pada tingginya angka inflasi dari 1,76% pada tahun 2021
menjadi 5,45% pada tahun 2022 yang dipicu kenaikan harga kelompok makanan,

minuman dan tembakau.
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mbuhan Ekonomi

Pada Tahun 2022 perekonomian Kota Probolinggo mengalami
pertumbuhan sebesar 6,12 persen. Selama lima tahun terakhir (2018-2022), laju
pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo cenderung stabil pada angka 5%. Pada
tahun 2020 geliat ekonomi Kota Probolinggo turut terdampak Pandemi Covid-19
yang menyebabkan terjadinya kontraksi pada pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar
-3,64 persen. Pada tahun 2022 seiring dengan menggeliatnya kembali
perekonomian global dan nasional, kondis perekonomian Kota Probolinggo mulai
menggeliat sejalan dengan mulai melandainya kasus Pandemi Covid-19 dan
penghapusan pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satu lapangan usaha yang
tumbuh cukup signifikan adalah transportasi dan pergudangan. Industri pengolahan
turut mengalami kenaikan signifikan karena perusahaan mulai mendapatkan order
atau pesanan sehingga berdampak pula pada aktifitas di usaha industri baik industri
besar sedang mapun kecil mikro. Pada lapangan usaha pertanian, pertumbuhan
yang cukup besar bukan pada pertanian tanaman pangan namun pada sub sektor
perikanan baik dari hasil penangkapan ikan maupun budidaya.

Lapangan usaha yang memiliki andil besar dalam struktur perekonomian
Kota Probolinggo adalah: (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan
sepeda motor, (2) transportasi dan pergudangan, (3) industri pengolahan, (4) jasa
keuangan dan asuransi, (5) pertanian, kehutanan dan perikanan.

Secara umum, laju pertumbuhan Kategori Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berfluktuasi selama periode 2018-2022. Laju
pertumbuhan sebesar 6,57 persen di tahun 2018 naik menjadi 6,93 persen di tahun
2019, kemudian mengalami kontraksi ekonomi sebesar 5,74 persen pada 2020, dan
pertumbuhan ekonomi pulih kembali pada 2021 menjadi 6,10 persen, relatif stabil di
angka 6,08 pada 2022. Secara nasional, di masa new normal dengan meningkatnya
jam operasional beberapa tempat perbelanjaan mengakibatkan jumlah konsumsi
masyarakat meningkat, sehingga produksi mulai ditingkatkan pula. Harga beberapa
kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula meningkat tajam. Selain
itu, dengan adanya pelatihan fotografi dan pemasaran yang mendukung strategi
pemasaran di era digital dapat meningkatkan penjualan.

Pertumbuhan Industri Pengolahan sebesar 6,03 persen di tahun 2022
meningkat dari tahun sebelumnya 3,45 persen di tahun 2021. Pada tahun 2022,
hanya ada dua sub kategori yang mengalami kontraksi ekonomi, yaitu sub kategori
Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (-0,87 persen) dan sub kategori Industri Kulit,
Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,09 persen). Selain itu, sub sektor lainnya

mengalami pertumbuhan positif. Industri pengolahan yang tumbuh positif ini
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ahwa kategori ini sudah mulai bangkit, akses pengiriman, dalam kota
maupun luar kota sudah dibuka kembali 100 persen. Jam kerja yang sudah mulai
normal kembali membuat produksi dari setiap industri mulai meningkat. Dengan
meningkatnya produksi maka kebutuhan akan tenaga kerja pun diharapkan dapat
meningkat.
b. Indikator Inflasi
Inflasi Kota Probolinggo mengalami peningkatan tajam dari 1,76% pada
tahun 2021 menjadi 5,45% pada tahun 2022. Angka tersebut mendekati angka
inflasi nasional yang sebesar 5,51%. Dari data BPS (2023), inflasi bulanan tertinggi
terjadi pada bulan April sebesar 1,08% sedangan inflasi terendah terjadi pada bulan

Agustus sebesar -0,65% atau deflasi 0,65%. Deflasi pada bullan Agustus tersebut

juga dipicu oleh penurunan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau.

Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2022 adalah:

transportasi (10,51%), perawatan pribadi dan jasa lainnya (9,22%), pendidikan

(7,89%). Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya strategis guna menangani inflasi

agar tidak menyebabkan penurunan pendapatan riil dan daya beli masyarakat

karena kenaikan harga barang yang pada akhirnya menyebakan penurunan standar
hidup masyarakat khususnya masyarakat miskin.
c. Indikator Skor Pola Pangan Harapan
Skor Pola Pangan Harapan (PHH) mengalami kenaikan cukup signifikan
sebesar 6,9 poin karena kenaikan tingkat konsumsi pangan dan beragamnya
konsumsi pangan selain beras yang ditandai oleh beberapa hal yaitu:

- Kenaikan tingkat konsumi komponen kelompok pangan yaitu kelompok umbi-
umbian (dari 0,8 menjadi 1,1), pangan hewani (dari 19,1 menjadi 21,6), buah/biji
berminyak (dari 0,1 menjadi 0,2), kacang-kacangan (dari 8,2 menjadi 9,1) serta
sayur dan buah (dari 18 menjadi 21,3).

- Kenaikan tingkat konsumsi energi dari 1904,5 kka/kap/hari (90,7 % standar)
menjadi 1999 kkal/kap/hari (95,2 % standar).

- Kenaikan konsumsi dari 58,1 gr/kap/hari (101,9 % dari standar) menjadi 63
gr/kap/hari (110,5 %).

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kinerja aspek kesejahteraan sosial disajikan dalam beberapa indikator yang
menggambarkan capaian aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas
kehidupan manusia khususnya dalam pengentasan kemiskinan serta perbaikan kualitas

hidup masyarakat.
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inerja aspek kesejahteraan masyarakat fokus kesejahteraan sosial

Kota Probolinggo Tahun 2018-2022 menunjukkan tren positif. Hal tersebut ditandai

dengan kinerja positif beberapa indikator seperti menurunnya persentase penduduk

miskin, kenaikan angka IPM, kenaikan angka rata-rata lama sekolah dan harapan hidup

serta penurunan tingkat penggangguran terbuka.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pusat
pembangunan yang proses dan hasilnya harus dilakukan secara terencana dan
terpadu demi mendapatkan hasil sumberdaya manusia yang berkualitas.
Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk senantiasa
melaksanakan pembangunan yang seimbang, antara pembangunan infrastruktur
dan pembangunan sumber daya manusia. Hasil pembangunan manusia dapat
dilihat salah satunya melalui indikator yang disebut dengan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Angka IPM Kota Probolinggo pada 2022 tercatat sebesar 74,56 atau
masuk kategori tinngi, dimana angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar
73,66. IPM Kota Probolinggo senantiasa mengalami peningkatan setiap tahunnya
sepanjang tahun 2012 hingga 2022, yaitu sebesar 68,93 menjadi 74,56. Hal ini
berarti program pemerintah Kota Probolinggo baik di bidang pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi begitu dirasakan dampak positifnya oleh masyarakat sebagai obyek
pembangunan.

Dua indikator penyelenggaraan urusan Pendidikan yaitu angka melek huruf
dan angka rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan dibanding tahun 2021.
Kenaikan Angka Melek Huruf dapat menjadi indikasi semakin baik kualitas sumber
daya manusia serta peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada
pendidikan yang lebih tinggi. Adapaun kenaikan angka rata-rata lama sekolah juga
didukung dengan infrastruktur pendidikan yang meningkat. Semakin membaiknya
kedua indikator tersebut tentunya memberi kontribusi positif pada peningkatan niali
IPM Kota Probolinggo.

Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan Kota Probolinggo mengalami penurunan dari 7,44%
pada tahun 2021 menjadi 6,65% pada tahun 2022 atau menurun sebesar 0,79%.
Penurunan tingkat kemiskinan ini memposisikan kembali trend kemiskinan Kota
Probolinggo sebelum era Covid-19. Jumlah penduduk yang berhasil keluar dari
kemiskinan sebanyak 1,75 ribu jiwa atau 9,8% dari total penduduk miskin tahun
2021. Akan tetapi, berdasarkan indikator kedalaman dan keparahan kemiskinan,
kondisi kemiskinan Kota Probolinggo Tahun 2022 relatif sama dengan kondisi Tahun
2019 atau sebelum Pandemi Covid-19.
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angguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Kota Probolinggo mengalami penurunan dari 6,55%
pada Tahun 2021 menjadi 4,57% pada Tahun 2022. Tingkat Pengangguran ini relatif
turun drastis dibanding pada era Pandemi Covid-19 yang berkisar pada angka 6%.
Berdasarkan indikasi ini, dunia kerja di kota Probolinggo mulai bangkit. Namun
demikian dapat diindikasikan bahwa tidak semua angkatan kerja telah tertampung
di dunia kerja yang ditandai dengan penurunan angka tingkat partisipasi angkatan
kerja dari 69,7% pada tahun 2021 menjadi 68,39% pada tahun 2022.

Selain kinerja indikator-indikator pembangunan manusia yang mengalami tren
positif sebagaimana disebutkan di atas, terdapat indikator-indikator yang masih
memerlukan peningkatan kinerja yaitu:

a. Indeks Gini

Angka Gini Rasio kota Probolinggo tahun 2022 sebesar 0,322, lebih tinggi
dibanding tahun 2021. Dari indikasi ini, ketimpangan kesejahteraan masyarakat
Kota Probolinggo makin timpang jika dibandingkan kondisi tahun 2021. Dengan
kata lain masih terdapat gap yang relatif besar dalam kondisi ekonomi masyarakat.
Hal tersebut mengindikasi upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat seringkali belum diikuti oleh
pemerataan. Dalam konteks pembangunan daerah, kesenjangan tidak hanya
terjadi pada aspek perekonomian dan pendapatan semata namun juga pada aspek
ketersediaan infrastruktur dan fasilitas serta tingkat perkembangan wilayah. Oleh
karena itu kesenjangan juga perlu ditinjau dari kacamata kewilayahan, dimana
kesenjangan dapat terjadi antar kecamatan di pusat kota dengan kecamatan yang
ada di wilayah pinggiran. Bila ditinjau dari aspek luasan lahan terbangun,
ketersediaan fasilitas, kepadatan penduduk maka dapat diindikasikan terdapat
kesenjangan antara kawasan pusat kota (Kecamatan Mayangan dan Kanigaran)
dengan 3 kecamatan lainnya. Hal-hal yang mengindikasikan hal tersebut adalah:
konsentrasi kawasan terbangun dan fasilitas serta kepadatan penduduk di

Kecamatan Mayangan dan Kanigaran.
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Sebaran Sarana Kota Probolinggo Penggunaan Lahan Kota Probolinggo

Gambar 2. 18 Gambaran Kesenjangan Antar Wilayah Kota Probolinggo
Sumber : Bappeda Litbang, 2023

b. Persentase balita gizi buruk sebesar 0,5% pada tahun 2022 atau meningkat
dibanding tahun 2021 yang sebesar 0,2%. Prevalensi balita gizi kurang sebesar
6,8% pada tahun 2022 atau meningkat dibanding tahun 2021 yang sebesar 1,8%.
Permasalahan capaian balita gizi buruk dan gizi kurang ini terkait dengan
penurunan perekonomian akibat pandemic, adanya pengalihan posyandu pada
puskesmas selama masa pandemic menyebabkan kurang efektifnya pemantauan
kasus gizi buruk.

c. Cakupan desalkelurahan siaga yang turun menjadi 6,9% pada tahun 2022.
Penurunan ini dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat serta

keterbatasan dukungan penganggaran untuk pendampingan dan pembinaan.

Tabel 2. 22 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Kesejahteraan Sosial Kota Probolinggo Tahun 2018-2022

- INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Fokus Kesejahteraan Sosial

72 | 691 (743 | 7,44 | 6,65

1 | Persentase penduduk miskin %

5 z?g'al;s Pembangunan Manusia Indeks | 72,53 | 73,27 | 73,27 | 73,66 | 74,56
3 | Angka melek huruf % 95,18 | 96,08 | 94,45 | 95,15 | 97,81
4 | Angka rata-rata lama sekolah tahun 8.49 | 8.69 8,7 8,95 | 9.29
5 | Angka usia harapan hidup tahun 69.79 | 69.86 | 70.29 | 70,35 | 70,68
6 | Persentase balita gizi buruk % 3.6 0.67 0.4 0.2 0.5
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e INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
7 | Prevalensi balita gizi kurang % 2,9 2,3 2,5 1.8 6.8
8 gitli(fupan Desa / Kelurahan Siaga % 100 18 10 17 6,9

% 64.89 [ 63.85 | 69.07 | 69,71 | 68,39
% 3.64 | 441 | 6,70 | 6,55 | 4,57

9 | Tingkat partisipasi angkatan kerja

10 | Tingkat pengangguran terbuka
11 | Indeks Gini Indeks | 0,311 10,269 | 0,311 | 0,299 | 0,322

Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah, Tahun 2023

2.1.2.3. Fokus Pemerintahan

Fokus pemerintahan merupakan aspek pendukung pencapaian kesejahteraan
masyarakat dari sisi kebijakan publik dan layanan publik yang disediakan oleh
pemerintah yang digambarkan dalam 3 indikator yaitu indeks kepuasan masyarakat,
persentase PAD terhadap pendapatan dan opini BPK. Indeks Kepuasan
Masyarakat/IKM sebagai cerminan layanan publik mengalami peningkatan sebesar 7,91
poin menjadi 84,82 pada tahun 2022. Persentase PAD terhadap pendapatan daerah
mengalami penurunan 1,35 % menjadi 20,05 % pada tahun 2022.

Tabel 2. 23 Realisasi Kinerja Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Fokus Pemerintahan Kota Probolinggo Tahun 2018-2022

INDIKATOR KINERJA ST REALISASI KINERJA
PEMBANGUNAN DAERAH 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022

Fokus Pemerintahan

NO

80,36 | 82,23 | 84,14 | 76,91 | 84,82

1 | Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks

2 Persentase PAD terhadap % 17,8 | 18,27 | 19,91 | 21,4 | 20,05
pendapatan

3 | Opini BPK opini WTP | WTP | WTP | WTP | WTP

Sumber : BPPKAD dan Sekretariat Daerah, Tahun 2023

2.1.2.4. Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Seni dan budaya dapat didefinisikan sebagai segala hal yang diciptakan oleh
manusia berkaitan dengan cara hidup dan berkembang secara bersama-sama pada
suatu kelompok yang mempunyai unsur keindahan (estetika) secara turun temurun dari
generasi ke generasi. Sebagai hal yang bersifat lokal dan diwariskan secara turun
temurun, seni dan budaya yang berkembang di Kota Probolinggo memiliki keunikan dan
telah ada sejak lama yang terus dipertahankan hingga saat ini. Keunikan seni dan
budaya di Kota Probolinggo tidak lepas dari ciri khas Pendalungan yang merupakan
asimilasi budaya Jawa dan Madura.
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san kebudayaan Kota Probolinggo Tahun 2018-2022 menunjukkan
tren positif, khususnya terkait jumlah kelompok, sanggar, organisasi yang terus
mengalami peningkatan tiap tahunnya. Jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya
sempat mengalami penurunan pada Tahun 2020 yang diindikasikan akibat adanya
Pandemi Covid-19. Namun jumlah penyelenggaraan event seni dan budaya tersebut
kembali meningkat pada Tahun 2021 dan 2022. Beberapa event seni dan budaya yang
diikuti maupun diselenggarakan oleh Kota Probolinggo pada Tahun 2022 adalah:
pertunjukan tari daerah dan seni pertunjukan ludruk Kota Probolinggo di Anjungan Jawa
Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMIl) Jakarta, Pawai Budaya Kota Proboilnggo,
Pesta Rakyat di Alun-Alun, gelaran seni dan budaya “Dengan Juanda Menari Kita

Angkat Kearifan Budaya Lokal,” Festival Seni Budaya dan Pariwisata Bing Dejeh.

Tabel 2. 24 Realisasi Kinerja Urusan Seni dan Kebudayaan Kota Probolinggo
Tahun 2018-2022

Capaian Kinerja
NO INDIKATOR SATUAN 2018 [ 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1. | Jumlah sarana seni dan budaya unit 2 2 3 3 3
5 Jumlah penyelenggaraan seni kegiatan 23 23 16 19 19
dan budaya
Jumlah benda, situs dan
3. | kawasan cagar budaya yang unit 2 2 7 7 7
dilestarikan
Perlindungan cagar budaya
4 Kabupaten/tha (penyelamatan, Cagar N/A N/A 7 7 >
zonasi, pemeliharaan dan Budaya
pemugaran)
Jumlah kelompok, sanggar kelompok/
5 . o ’ sanggar 205 206 218 222 224
organisasi seni forganisasi

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023

Kinerja urusan kepemudaan dan olah raga Kota Probolinggo Tahun 2018-2022
menunjukkan tren positif, khususnya terkait jumlah organisasi pemuda yang mengalami
peningkatan pada tahun 2022. Jumlah kegiatan olah raga sempat mengalami penurunan
pada Tahun 2020 yang diindikasikan akibat adanya Pandemi Covid-19. Namun jumlah
tersebut kembali meningkat pada Tahun 2022. Salah satu prestasi olah raga yang diraih
Kota Probolinggo Tahun 2022 adalah medali emas Cabang Olahraga (Cabor) Anggar
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII.
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isasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kota Probolinggo
Tahun 2018-2022

CAPAIAN KINERJA
NO | INDIKATOR SATUAN
2018 2019 2020 2021 2022
1. Jumlah Klub Olah Raga klub 26 26 28 30 30
2 Jumlah Gedung Olah unit 3 3 3 5 5
Raga
3, | Jumlah organisasi organisasi | 20 20 13 13 28
Pemuda
Jumlah Organisasi o
4, Olah Raga organisasi 26 26 28 30 30
5. | Jumlah Kegiatan kegiatan 5 5 6 3 5
Kepemudaan
6. ‘IJQumIah Kegiatan Olah kegiatan 51 15 > 1 3
aga
Gelanggang / Balai
7. Remaija (selain milik unit 0 0 0 0 0
swasta)
8. Lapangan Olah Raga unit 88 88 80 80 80
Sumber : Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Tahun 2023

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa
pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek ini dinilai berdasarkan urusan
pemerintahan yang diampu oleh Pemerintah Kabupaten Kota berdasarkan amanat
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari
Fokus Layanan Urusan Waijib Dasar, Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Fokus
Layanan Urusan Pilihan serta Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan.
Adapun secara terperinci capaian kinerja aspek pelayanan umum Kota Probolinggo
Tahun 2018 — 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Secara umum kinerja aspek pelayanan umum dapat dikatakan dalam trend yang
relatif baik atau mengalami peningkatan, namun terdapat beberapa indikator yang perlu
mendapat perhatian karena mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu:

a. Urusan Pendidikan meliputi:
- Penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dari 102,17% pada

tahun 2021 menjadi 101,37% pada tahun 2022.

- Penurunan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dari 96,87% pada

tahun 2021 menjadi 96,75% pada tahun 2022.

- Penurunan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B dari 115,48%

pada tahun 2021 menjadi 114,21% pada tahun 2022.
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Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dari 113,26% pada tahun
2021 menjadi 104,11% pada tahun 2022.

- Dua indikator penyelenggaraan urusan Pendidikan yaitu angka melek huruf dan
angka rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan dibanding tahun 2021.
Kenaikan Angka Melek Huruf dapat menjadi indikasi semakin baik kualitas
sumber daya manusia serta peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih
luas pada pendidikan yang lebih tinggi. Adapaun kenaikan angka rata-rata lama
sekolah juga didukung dengan infrastruktur pendidikan yang meningkat.
Semakin membaiknya kedua indikator tersebut tentunya memberi kontribusi
positif pada peningkatan nilai IPM Kota Probolinggo.

b. Urusan Kesehatan meliputi:

- Kenaikan Balita Gizi Buruk dari 35 balita pada tahun 2021 menjadi 112 balita
pada tahun 2022.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang meliputi:

- Cakupan Rumah Tangga dengan akses Air Bersih yang aman pada tahun 2022
adalah 100% dimana air minum jaringan perpipaan sebesar 29,44%. Upaya
peningakatan akses air bersih yang dilakukan oleh DPUPR-PKP Kota
Probolinggo adalah: pembangunan dan perluasan SPAM jaringan perpipaan
serta operasi dan pemeliharaan SPAM.

- Rasio RTH per luasan wilayah pada tahun 2022 adalah sebesar 5,49%. Angka
tersebut diperoleh dari pemetaan RTH guna penyusunan Perwali RTH sebagai
salah satu persyaratan dalam penghitungan IKLH dalam aplikasi KLHK.

- Penurunan Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dari 63,83% pada
tahun 2021 menjadi 63,4% pada tahun 2022.

- Indikator luas irigasi dalam kondisi baik (ha) mengalami peningkatan dari 1..438
ha pada tahun 2021 menjadi 1.459 ha pada tahun 2022. Luasan tersebut
merupakaan hasil update data berdasarkan delinasi peta yang telah diverifikasi
oleh Kementerian PUPR.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Luasan permukiman kumuh berdasarkan Surat Keputusan (SK) Peraturan
Walikota Probolinggo Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi
Kawasan Permukiman Kumuh Tahun 2020 di Kota Probolinggo adalah 53.14 ha
yang tersebar di 2 kecamatan. Salah satu lokus dalam upaya mengurangi
permukiman kumuh adalah Kelurahan Mayangan dengan luas deliniasi
kawasan permukiman kumuh di Kawasan Mayangan adalah 23,06 Ha. Kegiatan
penanganan Kawasan Mayangan tidak hanya dilakukan melalui pendanaan

APBD Kota Probolinggo namun juga melalui Program KOTAKU. Beberapa
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yang dilakukan di Kawasan Mayangan adalah: pembangunan

landmark Tugu Simpang Lima, pembangunan drainase, pembangunan
pedestrian, penyediaan PJU dan street furniture. Saat ini penataan Kawasan
Mayangan khususnya di Jalan Tengiri menjadi salah satu landmark kawasan
yang sering disebut sebagai Malioboro Probolinggo. Selain Kawasan
Mayangan, penanganan kumuh nantinya juga akan dilakukan di Kawasan Kali
Banger yang juga menjadi salah kawasan kota tua, dimana di era kolonial Kali
Banger berfungsi sebagai akses transportasi air dari utara (Pelabuhan) menuju
selatan.

- Jumlah RTLH Kota Probolinggo berdasarkan pendataan pada Tahun 2015
adalah sebanyak 877 unit. Jumlah yang tertangani hingga Tahun 2021 kurang
lebih sejumlah 354 unit, baik oleh DPUPR-PKP, Kecamatan dan Baznas. Hal
tersebut karena penanganan RTLH juga menjadi kewenangan Kecamatan
seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan dari DPUPR-PKP ke
Kecamatan.

e. Urusan Sosial meliputi:

- Peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan dari 116.032 orang
pada tahun 2021 menjadi 118.597 orang pada tahun 2022 atau meningkat
sebesar 2%.

- Penurunan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari 100.046 orang
pada tahun 2021 menjadi 71.824 orang pada tahun 2022.

- Penurunan Jumlah Panti Asuhan, Rumah Jompo dan Rumah Singgah dari 19
unit pada tahun 2021 menjadi 14 unit pada tahun 2022.

f.  Urusan Tenaga Kerja melipputi:

- Penurunan Tingkat partisipasi angkatan kerja dari 69,36% pada tahun 2021
menjadi 68,39% pada tahun 2022.

g. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi:

- Kenaikan jumlah laporan kekerasan perempuan dari 20 kasus pada tahun 2021
menjadi 23 kasus pada tahun 2022.

h.  Urusan Lingkungan Hidup meliputi:

- Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 70,2 pada tahun 2021
menjadi 60,85 pada tahun 2022. Ketidaktercapaian IKLH disebabkan penurunan
dua indikator pembentuk IKLH yaitu Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas
Lahan. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 Kementerian LHK
menggunakan aplikasi penghitungan IKLH, dimana Kabupaten/Kota waijib
melakukan input data ke Aplikasi IKLH tersebut untuk dianalis dan menghasilkan
nilai IKLH Kabupaten/Kota. Hal tesebut mempengaruhi nilai IKLH Kota

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 | 11.35



Pemerintah Kota Probolinggo

https:{fprobolinggokota.go.id

o karena perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap
penggunaan Aplikasi IKLH.

Untuk Indeks Kualitas Air, secara teknis periode pemantauan Indeks
Kualitas Air hanya dilakukan pada 1 musim untuk masing-masing sungai dimana
idealnya dilakukan minimal 2 kali pada musim kemarau dan penghujan. Selain
itu belum dilakukan pemantauan terhadap seluruh titik pemantauan sungai serta
terdapat parameter yang belum diujikan sebagaimana termuat dalam Aplikasi
IKLH.

Untuk Indeks Kualitas Lahan, penurunan yang signifikan pada Indeks
Kualitas Lahan disebabkan oleh belum tersedianya data lokasi yang
berkoordinat geografis serta penetapan (berupa SK atau Peraturan Kepala
Daerah tentang RTH) sebagai dasar verifikasi Indeks Kulaitas Lahan dalam
Aplikasi IKLH.

Rasio RTH Kota Probolinggo pada Tahun 2022 adalah sebesar 5,49% yang
meliputi hutan kota, taman kota, median jalan. Sebagai upaya penataan dan
penyediaan RTH, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan pemetaan RTH
pada Tahun 2023 guna menyediakan basis data spasial RTH.

Penurunan Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan dari 20,54% pada
tahun 2021 menjadi 10,98% pada tahun 2022.

Penurunan Ketersediaan Sistem Penanganan Sampah di Perkotaan dari
66,56% pada tahun 2021 menjadi 62,50% pada tahun 2022.

Penurunan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dari 24 kali pada tahun 2021
menjadi 8 kali pada tahun 2022.

Terkait dengan indikator Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari
Sumber Tidak Bergerak serta Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan,
Tanah karena Produksi Biomassa data capaian kinerja Tahun 2022 N/A
dikarenakan pelayanan Laboratorium Lingkungan pada DLH Kota Probolinggo
saat ini parameternya belum bisa mengcover untuk kegiatan uji udara dan
kegiatan biomassa sehingga untuk kegiatan pengujian tersebut diarahkan untuk
diujikan pada laboratorium lainnya (keterbatasan anggaran serta peralatan
pendukung). Untuk kegiatan uji kualitas udara Tahun 2022 menggunakan
metode passive sampler yang di support dari kerjasama penguijian oleh Provinsi
Jawa Timur sedangkan untuk Biomassa diarahkan dengan kerjasama pengujian

melalui Universitas/akademisi.

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

Penurunan persentase kepemilikan KIA dari 71,6% pada tahun 2021 menjadi
70,2% pada tahun 2022.
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endalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi:

- Penurunan Persentase akseptor KB terhadap PUS dari 77,46% pada tahun
2021 menjadi 69,73% pada tahun 2022.

- Penurunan Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR (%) dari 122,38%
pada tahun 2021 menjadi 99,77% pada tahun 2022.

k.  Urusan Perhubungan meliputi:

- Penurunan Cakupan Layanan Angkutan Umum pada jaringan jalan Kota dari
136.207 pada tahun 2021 menjadi 105.061 pada tahun 2022.

- Penurunan Pemenuhan Standart keselamatan Angkutan Umum trayek dalam
kota dari 7.882 unit pada tahun 2021 menjadi 7.133 unit pada tahun 2022.

[.  Urusan Perpustakaan meliputi:
- Penurunan jumlah taman baca yang dibina menjadi 0 pada tahun 2022.
m. Urusan Pertanian meliputi:

- Penurunan produksi dan luas panen jagung dan bawang merah. Sementara di

sisi lain terjadi peningkatan produksi padi, tebu, kelapa dan kapuk randu.
n. Urusan Perdagangan meliputi:

- Penurunan Nilai Ekspor dari 3.540.436.091.884.970 US$ pada tahun 2021
menjadi 892.750.373.084 US$ pada tahun 2022.

- Penurunan Jumlah Nilai Impor Per Komoditi dari 223.286.731.373.543 US$
pada tahun 2021 menjadi 407.847.493.789 US$ pada tahun 2022.

0. Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan meliputi:

- Penurunan Indeks Profesionalisme Aparatur dari 45,73 pada tahun 2021
menjadi 42,08 pada tahun 2022.

- Penurunan Rasio PAD terhadap terhadap total pendapatan daerah dari 21,4%
pada tahun 2021 menjadi 20,05% pada tahun 2022.

- Penurunan Persentase anggota DPRD yang puas akan pelayanan Sekretariat
DPRD dari 77,37% pada tahun 2021 menjadi 73,18% pada tahun 2022.

- Penurunan Persentase Program Dengan Capaian Minimal 80% dari 85,57%
pada tahun 2021 menjadi 78,27% pada tahun 2022.

- Penurunan Persentase hasil penelitian yang dikembangkan yang menjadi
kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dari 103,5% pada tahun 2021
menjadi 87,21% pada tahun 2022.

- Penurunan Persentase Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan dari 96,26%
pada tahun 2021 menjadi 90,25% pada tahun 2022.
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ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI KINERJA

PERANGKAT

2018

2019

2020

2021

2022

DAERAH

ASPEK PELAYANAN
UMUM

LAYANAN URUSAN
WAJIB DASAR

PENDIDIKAN

PAUD

Angka Partisipasi Kasar
(APK) PAUD

%

87,97

85,75

85,75

74,06

82,85

Disdikbud

Pendidikan Dasar

1.1.21

Angka Partisipasi Kasar
(APK) SD/MI/Paket A

%

103,12

104,2

102,27

102,17

101,37

Disdikbud

1.1.2.2

Angka Partisipasi Murni
(APM) SD/MlI/Paket A

%

94,87

97,1

96,47

96,87

96,75

Disdikbud

1.1.23

Angka Partisipasi Sekolah
(APS) SD/MI/Paket A

%

100

100

100

97,59

Disdikbud

1.1.24

Angka Partisipasi Kasar
(APK) SMP/MTs/Paket B

%

114,15

115,33

115,68

115,48

114,21

Disdikbud

1.1.25

Angka Partisipasi Murni
(APM) SMP/MTs/Paket B

%

93,47

94,24

92,36

94,9

96,13

Disdikbud

1.1.2.6

Angka Partisipasi Sekolah
(APS) SMP/MTs/Paket B

%

97,59

94,73

94,73

87,6

Disdikbud

1.1.2.7

Rasio Ketersediaan
Sekolah / Penduduk Usia
Sekolah

rasio

0,200694444

0,006675063

0,0043

0,0044

0,0046

Disdikbud

1.1.2.8

Rasio Guru/Murid

rasio

1:14.50

Disdikbud
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PRI FOXUS ! REALISASI KINERJA
BIDANG URUSAN /
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN DAERAH
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
113 Pendidikan Menengah
Angka Partisipasi Kasar
1.1.3.1 | (APK) % 115,87 123,79 N/A 96,99 104,50 BPS
SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Partisipasi Murni
1.1.3.2 | (APM) % 90,89 101,27 N/A 72,73 72,87 BPS
SMA/SMK/MA/Paket C
Rasio Ketersediaan
1.1.3.3 | Sekolah / Penduduk Usia rasio 0,234027778 0,003893629 N/A N/A N/A Disdikbud
Sekolah
1.1.3.4 | Rasio Guru/Murid rasio 1 1:15 1:13 N/A N/A Disdikbud
114 Fasilitas Pendidikan :
1.1.4.4 | Gedung SD/MI dalam unit 137 112 112 112 114 Disdikbud
kondisi baik
Gedung SMP/MTs dan
1142 | SMA/SMK/MA dalam unit N/A 47 46 47 49 Disdikbud
kondisi baik
1.1.5 | Angka Putus Sekolah :
1151 | APS SD/MI % 0,02 0,02 0,02 0 0,02 Disdikbud
1152 | APS SMP/MTs % 0,12 0,03 0,02 N/A 0,06 Disdikbud
1153 | APS SMA/SMK/MA % 0,97 0,89 N/A N/A N/A Disdikbud
1.1.6 | Angka Kelulusan :
1.1.6.1 | AL SD/MI % 100 100 100 100 100 Disdikbud
1.1.6.2 | AL SMP/MTs % 100 100 100 100 100 Disdikbud
1.1.6.3 | AL SMA/SMK/MA % 100 100 N/A N/A N/A Disdikbud
1.1.7 | Angka Melanjutkan :
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ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN /

REALISASI KINERJA

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN DAERAH
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
1171 | AM SD/MI ke SMP/MTs % 14,1 116,92 116,27 113,26 104,11 Disdikbud
AM SMP/MTs ke SMA/ o 123,18 124,38 124,38 118,86 112,86 i
1.1.7.2 SMK/MA % Disdikbud
1.8 Tenaga Pendidik :
Rasio Guru/Murid . 15,00 14,50 15,00 16,00 19,50 P
1.8.1 Pendidikan Dasar rasio Disdikbud
182 | RasioGuruMurid rasio 15,00 15,00 15,00 N/A N/A Disdikbud
Pendidikan Menengah
Persentase guru TK, SD,
SMP, SMA, SMK dan 0 41,41 58,69 51,40 51,93 46,02 "
1.8.3 PLB yang bersertifikat %o Disdikbud
pendidik
1.2 KESEHATAN
1.21 Angka Harapan Hidup tahun 69,79 69,86 70,29 70,35 70,68 BPS
122 | Jumlah kematian Bayi bayi 44 52 31 39 36 Eg‘kes PP &
123 | Angka kematian bayi jumlah absolut/ | 11,85/ 1.000 KH 13,60/ 1.000 KH 8,6/1.000 KH 11.03/1000 10.9/1000 Dinkes PP &
< | (AKB) 1.000 KH KB
1.2.4 | Jumlah kematian ibu orang 4 3 S 17 8 Eglkes PP &
, 107,78 / 100.000 104,62/ 100.000 ,
125 | Angka kematian ibu (AKI) jumlah absolut / KH KH 138/100.000 KH 481.04/100.000 KH 236/100.000 KH Dinkes PP &
10.000 KH KB
126 | Gizi Buruk balita 29 39 29 35 112 Eg‘kes PP &
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oS REALISASI KINERJA
BIDANG URUSAN /
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN DAERAH
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
1.2.7 | Stunting % 19,75 15,5 10,62 13,35 12,13 Eglkes PP &
128 | Angkakesehatan Kasus 11.307 20.157 9.854 13.898 N/A Dinkes PP &
penderita hipertensi KB
Angka kesehatan .
1.2.9 | penderita diabetes Kasus 9.138 1.854 6.079 6.669 N/A Eglkes PP &
melitus
Angka kesehatan orang .
1.2.10 | dengan gangguan jiwa Kasus 237 346 308 435 N/A Eg’]kes PP &
berat
1211 Angka kesehatan orang Kasus 692 786 731 713 N/A Dinkes PP &
dengan TB KB
Angka kesehatan orang :
1.2.12 | dengan resiko terinfeksi Kasus 1.587 5479 6.423 4.408 N/A Ell?r’]kes PP &
HIV
Angka kesehatan orang :
1.2.13 | dengan resiko terinfeksi Kasus 16 14 7 13 N/A Eg]kes PP &
Kusta
Indeks Kepuasan 81,5 82 82 79,16 82,63 Dinkes PP &
1.2.14 | Masyarakat (IKM) Indeks KB
Capaian kinerja SPM RS o 65 67,07 70,24 71 85 Dinkes PP &
1.2.15 %o ' ' KB
1216 Presentase desa/ % 10 13 14 21 24 Dinkes PP &
- kelurahan ODF ° (34,48%) (44,83%) (48,28%) (72,41%) (82,75%) KB
1217 | Cakupan Akses Sanitasi % 92,27 95,74 96,05 96,58 98,52 Eg‘kes PP &
1.2.1g | Rasio dokter per satuan Rasio 1:728 1:656 1:747 1:496 1:702 Dinkes PP &
penduduk KB
Cakupan pertolongan
1219 | Persalinanoleh tenaga Persen 95,77 98 93,85 95,1 91,04 Dinkes PP &
kesehatan yang memiliki KB
kompetensi kebidanan
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ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN /

REALISASI KINERJA

NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN PR AT
ARAENEELTA 2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
Rasio unit pelayanan .
1.2.20 | kesehatan per satuan Rasio 1:5725 n/a n/a n/a 1:2044 Eg‘kes PP &
penduduk
PEKERJAAN UMUM
1.3 DAN PENATAAN
RUANG
Proporsi panjang jaringan
1.3.1 | jalan dalam kondisi baik % 77,57 69,57 89,31 63,83 63,4 [P)eprlliil:nR &
(%)
Persentase Jumlah
132 prasarana irigasi yang o DPUPR &
- terpelihara dan berfungsi ° 97 98 98,5 98.70 98,8 Perkim
(%)
133 | Panjang jalan dilalui roda Kkm 199,109 199,109 199,109 199,109 199,109 DPUPR &
- 4 (km) Perkim
Panjang jalan dalam DPUPR &
1.3.4 kondisi baik (> 40 km/jam) km 95,107 138,52 177,824 127,091 126,24 Perkim
Panjang jalan yang DPUPR &
1.3.5 | memiliki trotoar dan km 110,781 110,781 110,781 110,781 110,781 Perkim
drainase (min 1,5 m)
Drainase dalam kondisi
N ) L DPUPR &
1.3.6 | baik / aliran air tidak km 110,65 112,65 112,02 111,32 112,32 Perkim
tersumbat (km)
Pembangunan turap di
13.7 Jalan penghubung dan o DPUPR &
e aliran sungai rawan ° 62,95 63,05 63,1 63.10 63,1 Perkim
longsor (%)
13 | puas rgastdalam kondisi Ha 1.438 1.438 1.438 1.438 1.459 DPUPR &
aik (Ha) Perkim
Cakupan Rumah Tangga
1.3.9 | dengan akses Air Bersih % 91,5 99,86 99,86 99,89 100 Eeprtilr:nR &
yang aman (%)
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oS REALISASI KINERJA
BIDANG URUSAN /
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN DAERAH
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
1310 | Cakupan Rumah tangga % 85,81 93,88 93,88 93.89 97.6 DPUPR &
bersanitasi (%) Perkim
Rasio ruang terbuka hijau
1.3.11 | kota per satuan luas % 9,36 9,36 10,34 5,66 5,49 DLH
wilayah (%)
Persentase bangunan o DPUPR &
1.3.12 yang memiliki IMB % 19,25 19,96 20 21 23 Perkim
Jumlah rumah yang
sudah menerima
1.3.13 | pelayanan jasa Rumah N/A N/A N/A 2309 3176 DPU.PR&
Perkim
penyedotan dan
pengolahan lumpur tinja
PERUMAHAN RAKYAT
1.4 DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
Persentase Penurunan o DPUPR &
141 Luas Permukiman Kumuh Yo 20 20,53 20,53 20,53 49,98 Perkim
Jumlah rumah tidak layak
142 | huni y Rumah N/A N/A N/A 634 472 DPUPR &
Perkim
KETENTERAMAN,
15 KETERTIBAN UMUM,
: DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
151 | Persentase Penurunan % 20 28,27 N/A N/A N/A Satpol PP
Kriminalitas
Jumlah linmas per jumlah
1.5.2 10.000 penduduk orang 29 30 53 21 21 Satpol PP
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oS REALISASI KINERJA
BIDANG URUSAN /
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN PR AT
ARAENEELTA 2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH

153 | Rasio pos siskamling per rasio 22 25 21 23 23 Satpol PP
jumlah desa/kelurahan
Petugas perlindungan

1.5.4 | masyarakat (linmas) di orang 1.034 1.214 1.268 464 464 Satpol PP
kota

1.5.5 | Indeks Resiko Bencana Indeks 148,4 129,83 114,16 104,1 101,33 BPBD

156 | Cakupan pelayanan km? 56,67 km2 56,67 km2 56,67 km2 56,67 km2 56,67 km2 Satpol PP

o bencana kebakaran

157 | Wilayah Tangguh kelurahan 10 14 15 17 20 BPBD
Bencana

1.6 SOSIAL
Jumlah penyandang )

16.1 masalah kesejahteraan orang 74187 76.668 85.089 116.032 118.597 EZISOS, PP &
sosial

162 | PMKS yang memperoleh oran 1.253 2.260 71.819 100.046 71.824 Dinsos, PP &

o bantuan sosial 9 PA

Persentase jumlah para
eks penyandang penyakit .

1.6.3 | sosial yang berhasil % 40% 40% 40% 40% 40% B}:SOS’ PP &
dibina dan berhasil hidup
mandiri
potensi dan sumber 2.172 2172 2.081 2.101 1185 Dinsos, PP &

1.6.4 kesejahteraan sosial orang : ' ' ' PA '
(PSKS)
Jumlah Panti Asuhan, .

1.6.5 Rumah Jompo dan unit 15 15 18 19 14 EXISOS’ PP &
Rumah Singgah
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ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN /

REALISASI KINERJA

NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN RER A KAl
PEMBANGUNAN DR
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
2 LAYANAN URUSAN
WAJIB NON DASAR
21 TENAGA KERJA
24,4 | Tingkat partisipasi % 64,89 63,85 69,07 69,36 68,39 Disperinaker
angkatan kerja
212 | lingkatpengangguran % 3,64 4,41 6,7 6,35 4,57 Disperinaker
terbuka
PEMBERDAYAAN
2.2 PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Jumlah pekerja .
291 perempuan di lembaga orang 3.637 1.840 1.702 1.680 1.703 EZ]SOS' PP &
pemerintahan
Persentase partisipasi .
222 perempuan di lembaga % 454 49,43 14,86 45,3 51 EZ]SOS’ PP &
pemerintahan
Jumlah pekerja .
223 | perempuan di lembaga orang 13.926 27.009 9.500 11.040 N/A EZ]SOS' PP &
swasta
Jumlah laporan 19 15 23 27 20 Dinsos, PP &
2.24 | kekerasan anak Kasus PA
Jumlah laporan 13 8 22 20 23 Dinsos, PP &
2.25 | kekerasan perempuan kasus PA
Indeks Pemberdayaan 67.76 66.02 65.92 65,05 N/A Dinsos, PP &
2.2.6 Gender (IPG) Indeks PA
Indeks Pembangunan 95.56 95.91 95.87 96,01 N/A Dinsos, PP &
22.7 | Gender (IDG) Indeks PA
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ASPEK / FOKUS /

BIDANG URUSAN / REALISASI KINERJA
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN LR
PEMBANGUNAN e
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH

2.3 PANGAN
2.3.1 Ketersediaan Pangan Ton 8.714,00 8.310,00 6.336,00 7.369,00 11.891,26 DKPPP
2.3.2 | Konsumsi Pangan (Kg/Kap/Th) 91,09 87,35 88,5 85,4 105.9 DKPPP
2.4 PERTANAHAN
244 |Jumlah Tanah yang unit 7.700 9.639 3.454 3.686 4.186 DPUPR &

Bersertifikat Perkim

- . 0 0 0 0 0 DPUPR &

242 Penyelesaian ijin lokasi ijin Perkim
243 Penyelesaian kasus Kasus 3 2 2 1 1 DPUPR &

pertanahan Perkim

2.5 LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas . 56,51 56,51 64,4 70,2 60,85
231 1| ingkungan Hidup (IKLH) indeks DLH

259 Pelayanan Pencegahan o 81 100 70 100 93,24 DLH
e Pencemaran Air
Pelayanan Pencegahan
253 Pencemaran Udara dari % 100 100 0 100 N/A DLH

Sumber Tidak Bergerak

Pelayanan Informasi
Status Kerusakan Lahan, o 66 100 0 0 N/A
Tanah karena Produksi °
Biomassa

254 DLH

Tindak Lanjut Pengaduan
Masyarakat terhadap
255 Dugaan Pencemaran dan %
Kerusakan Lingkungan
Hidup

100 100 100 100 100 DLH
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ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI KINERJA

PERANGKAT

2018

2019

2020 2021 2022

DAERAH

2.5.6

Volume Sampah yang
Masuk TPA

Kg/Tahun

21.482.090,00

21.840.860,00

24.804.100 25.655.830 24.686.880

DLH

2.5.7

Ketersediaan Fasilitas
Pengurangan Sampah di
Perkotaan

%

47,5

51

50,68 20,54 10,98

DLH

258

Ketersediaan Sistem
Penanganan Sampah di
Perkotaan

%

55,55

55,55

40,47 66,56 62,50

DLH

2.5.9

Jumlah TPS per Satuan
Penduduk

unit

1:2.448

1:2.493

1:2.294 1:2.264 1:2405

DLH

2.5.10

Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup

kali

DLH

2.5.11

Luas Tempat
Permakaman umum per
satuan Penduduk

Ha

54,4

0,23

0,23 0,23 0,21

DLH

2512

Penurunan Emisi Gas
Rumah Kaca

%

1,37

1,37

1,37 1,37 1,37

DLH

25.13

Cakupan penghijauan
wilayah rawan longsor
dan sumber mata air

%

25

25

50 46,67 46,67

DLH

2.6

ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

2.6.1

Rasio Penduduk ber KTP
per Satuan Penduduk

%

93,47

94

91.12 96.84 97

Dispendukpil

2.6.2

Jumlah Layanan Akta
Kelahiran

orang

4.896,0

5.659,0

4.744,00 5.5673,00 5.215
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oS REALISASI KINERJA
BIDANG URUSAN /
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH 2018 2019 2020 2021 2022
26.3 Jumlah Kepemilikan KTP orang 163.247 163.345 160.553 171.458 172.955 Dispendukpil
2.64 | Jumlah Kepemilikan KK keluarga 74.250 75.859 78.568 80.32¢ 81.299 Dispendukpil
26.5 | Jumlah Kepemilikan KIA Orang 38.270 45.512 52.444 46.804 46.092 Dispendukpil
26.6 Elrzsentase Kepemilikan % 61 68.55 80.75 71.6 70,2 Dispendukpil
PEMBERDAYAAN
2.7 MASYARAKAT DAN
DESA
Jumlah Kelompok Binaan
271 Lembaga Pemberdayaan kelompok 13 129 144 141 142 Kecamatan
Masyarakat
PENGENDALIAN
28 PENDUDUK DAN
: KELUARGA
BERENCANA
281 Jumlah akseptor KB orang 36.094 34.798 35.101 35.329 24.414 Ell?l:kes PP &
2go |dJumlah pasangan usia orang 45.509 44.206 45.465 45.607 35011 Dinkes PP &
o subur PUS KB
283 Persentase akseptor KB % 79,31 77,48 77,02 77,46 69,73 Dinkes PP &
o terhadap PUS KB
Angka kelahiran pada
284 | Perempuanumur 15-19 o 6,6 6,67 6,67 3,4 3,3 Dinkes PP &
- tahun (Age Specific ° KB
Fertility Rate/ASFR)
Unmet need KB
285 (Kebutuhan Keluarga % 11,33 11,31 11,32 11,11 11,6 Dinkes PP &
o Berencana/KB yang tidak KB
terpenuhi) (%)
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ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN /

REALISASI KINERJA

NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN RER A KAl
PEMBANGUNAN DE G
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
M ' .
sag | podem Contracepive o 115,66 111,22 124,47 122,38 99,77 Dinkes PP &
(%)
087 Total Fertility Rate (TFR) % 2.01 2.01 2 2,02 2,015 Dinkes PP &
8. KB
29 | PERHUBUNGAN
2.9.1 | Panjang Jalan Kota km 199,11 199,11 199,11 199,11 199,11 DPUPR
292 |Jumlah Penumpang orang 973.600 960.919 430.093 318.037 1.247.954 Dishub
Angkutan Darat
29.3 | Data Organda organisasi 1 1 1 1 1 Dishub
2.9.4 | Jumlah Angkutan Darat unit 334.331 128.59 142.559 88.372 105.400 Dishub
295 |JumlahArus Penumpang orang 973.600 960.919 430.093 318.037 1.247.954 Dishub
Angkutan Umum
Persentase Penumpang
29.6 | Angkutan Umum Yang % 100 100 100 100 100 Dishub
Dapat Dilayani
29.7 Rasio ljin Trayek rasio 0,76 0,60 0,25 0.26 0.14 Dishub
298 | vumanuiKIR angkutan unit 8.961 9.927 8.093 7.882 7.133 Dishub
299 | KepemilikanKIR unit 5.594 5.443 4104 5.893 5.974 Dishub
angkutan umum
Lama pengujian
2.9.10 | kelayakan angkutan menit 199,109 199,109 199,109 199,109 199,109 Dishub
umum (KIR)
Biaya pengujian
2.9.11 | kelayakan angkutan Rp 973.600 960.919 430.093 505.638 1.340.483 Dishub
umum
2912 | Pemasangan rambu- unit 1 1 1 1 1 Dishub
rambu
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NO

ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI KINERJA

PERANGKAT

2018

2019

2020

2021

2022

DAERAH

2.9.13

Cakupan Layanan
Angkutan Umum pada
jaringan jalan Kota

ruas jalan

334.331

128.590

142.559

136.207

105.061

Dishub

2.9.14

Ketersediaan Halte pada
jalur trayek Angkutan
Umum

unit

973.600

960.919

430.093

505.638

1.340.483

Dishub

2.9.15

Ketersediaan fasilitas
pelengkap jalan
(rambu,marka,guardrill,dll)
pada jaringan jalan kota

unit

100

100

100

100

100

Dishub

2.9.16

Ketersediaan unit
pengujian kendaraan
bermotor @ untuk
minimal 4000 kendaraan

unit

5,2

4,1

1,6

1,6

0,9

Dishub

2917

Pemenuhan Standart
keselamatan Angkutan
Umum trayek dalam kota

unit

8.961

9.927

8.093

7.882

7.133

Dishub

2.10

KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

2.10.1

Persentase Perangkat
Daerah yang Menerapkan
E-Government
Terintegrasi

%

46,15

51,28

57,14

62,86

68,57

Diskominfo

2.10.2

Jumlah jaringan
komunikasi

titik

68

68

64

N/A

60

Diskominfo

2.10.3

Jumlah surat kabar
nasional/lokal

media

18/36

16/23

10/18

12/8

12/8

Diskominfo

2104

Jumlah penyiaran radio/tv
lokal

unit

5/1

5/1

51

31

2/0

Diskominfo

2.10.5

Website milik pemerintah
daerah

unit

81

54

49

38

81

Diskominfo
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oS REALISASI KINERJA
BIDANG URUSAN /
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN BAERA
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
2.10.6 | Pameran/expo kegiatan 8 1 1 4 8 Diskominfo
2.11 KOPERASI, USAHA
’ KECIL DAN MENENGAH

2.11.1 | Jumlah koperasi aktif koperasi 156 158 161 164 166 DKUP
2.11.2 i\‘f(rt'i}'ah Koperasi Tidak koperasi 96 94 94 60 60 DKUP
2.11.3 | Total Jumlah Koperasi koperasi 252 252 255 224 226 DKUP
2.11.4 | Jumlah Koperasi Sehat koperasi 2 82 89 92 92 DKUP
2.11.5 | Jumlah LKM LKM 1 1 1 1 1 DKUP
2.11.6 | Jumlah Usaha Mikro orang 5.530 6.035 19.253 19.753 20.056 DKUP
2.11.7 | Jumlah Usaha Kecil orang 68 127 127 127 134 DKUP
2.11.8 | Jumlah Usaha Menengah orang 16 36 36 36 28 DKUP
2.11.9 | Total Jumlah UMKM orang 5614 6.198 19.416 19.916 20.228 DKUP
211.10 Persen_ta_se usaha mikro o 7,69 10,36 493 10,5 27.99 DKUP

yang dibina

Jumlah usaha mikro yang
2.11.11 | mendapat bantuan Usaha mikro 33 22 90 100 7.773 DKUP

permodalan
2.11.12 | Keragaan Koperasi

Jumlah Koperasi koperasi N/A N/A 8 8 9 DKUP

Produsen

Jumlah Koperasi koperasi N/A N/A 218 186 187

DKUP

Konsumen

Jumlah Koperasi koperasi N/A N/A 2 2 2 DKUP

Pemasaran
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BIDANG URUSAN /
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN PR AT
PEMBANGUNAN 2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
Jumlah Koperasi Simpan koperasi N/A N/A 5 5 5 DKUP
Pinjam
Jumlah Koperasi Jasa koperasi N/A N/A 22 23 23 DKUP
212 PENANAMAN MODAL
Jumlah investor berskala
2.12.1 | nasional (Jumlah investor 52 52 40 100 279 DPMPTSP
PMA/PMDN)
2122 él;ﬂmﬁg n%?u' investasi Rp 3.587.509.524,87 | 4.444.684.564,92 | 6.116.025.342.540,00 | 8.394.186.131.394 | 11.658.513.500.445,00 | ppMPTSP
Tingkat daya tarik
2.12.3 | Investasi dalam bentuk Pelaku Usaha 2.581 1.962 3.004 2.949 5.847 DPMPTSP
jumlah pelaku investasi
pembangunan di daerah
213 KEPEMUDAAN DAN
: OLAHRAGA
2.13.1 | Jumlah Kiub Olah Raga Klub 26 26 28 30 30 Dispopar
2.13.2 | Jumlah Gedung Olah unit 3 3 3 5 5 Dispopar
Raga
2.13.3 Jumiah organisasi organisasi 20 20 13 13 28 Dispopar
Pemuda
2134 él;rggah Organisasi Olah organisasi 26 26 28 30 30 Dispopar
Jumlah Kegiatan . 5 5 6 3 5 ;
2.13.5 Kepemudaan kegiatan Dispopar
2.13.6 Jumiah Kegiatan Olah kegiatan 51 15 2 1 3 Dispopar
Raga
Gelanggang / Balai 0 0 0 0 0
2.13.7 | Remaija (selain milik unit Dispopar
swasta)
RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 | 11.52




Pemerintah Kota Probolinggo

https:jfprobolinggokota.go.id

<

ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN /

REALISASI KINERJA

NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN HERA ey
PEMBANGUNAN DAERAH
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
2.13.8 | Lapangan Olah Raga unit 88 88 80 80 80 Dispopar
214 STATISTIKA
2.14.1 | Persentase Release data % 100 100 100 100 100 Diskominfo
statistik tepat waktu
215 PERSANDIAN
Jumlah sistem elektronik
2.15.1 | yang memanfaatkan sistem elektronik N/A 2 26 33 40 Diskominfo
sertifikat elektronik
2.16 KEBUDAYAAN
2.16.1 Jumlah sarana seni dan unit 2 2 3 3 3 Disdikbud
budaya
2162 | Jumlah penyelenggaraan kegiatan 23 23 16 19 19 Disdikbud
seni dan budaya
Jumlah benda, situs dan 5 5 7 7 7
2.16.3 | kawasan cagar budaya unit Disdikbud
yang dilestarikan
Kelompok/
2.16.4 |Jumlahkelompok, = sanggar/ 205 206 218 222 224 Disdikbud
sanggar, organisasi seni A
organisasi
217 PERPUSTAKAAN
2.17.1 | Taman baca yang dibina unit 2 2 0 1 0 Disperpusip
2172 Pengunjung jumlah orang 132.436 135.436 20.058 21.743 673.273 Disperpusip
perpustakaan per tahun
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ASPEK / FOKUS /

BIDANG URUSAN / REALISASI KINERJA
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN DAERAH
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
Koleksi buku yang
2.17.3 | tersedia di perpustakaan buah 51.672 54.226 56.714 58.568 54922 Disperpusip

(perpustakaan umum)

Jumlah perpustakaan
2.17.4 | sekolah, kelurahan dan unit 98 122 89 8 145 Disperpusip
masyarakat yang dibina

Peningkatan SDM
Pengelola Perpustakaan
(jumlah pengelola
perpustakaan yang telah
mendapatkan pendidikan
dan pelatihan)

122 89 70 79

2.17.5 orang 98 Disperpusip

2.18 KEARSIPAN

OPD yang telah
2.18.1 | menerapkan Pengelolaan
Arsip secara Baik

OPD 39 35 35 28 39 Disperpusip

Peningkatan SDM
Pengelola Kearsipan

2.18.2 | (jumlah pengelola arsip orang 68 64 35 28 68 Disperpusip
yang telah mendapatkan
pendidikan dan pelatihan)

Petugas Pengelola Arsip 29 29 29 29 29 . .
2.18.3 Kelurahan orang Disperpusip

Petugas Pengelola Arsip 39 35 35 28 39 : ;
2.18.4 SKPD / OPD orang Disperpusip

LAYANAN URUSAN
PILIHAN

3.1 PERTANIAN
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PRI FOXUS ! REALISASI KINERJA
BIDANG URUSAN /
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN DAERAH
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH

311 | Produksi Padi on 13.992,00 12.150,60 13.492,85 12.535,18 13.992,00 DKPPP
312 | Produksi Jagung on 32.196,00 34.993,00 34.587,82 36.901,54 32.196,00 DKPPP
313 | Produksi Bawang Merah on 4.556,10 5.319,50 6.017,80 6.109,90 4.556,10 DKPPP
314 | Luas Panen Padi Ha 2.088,00 1.841.00 2.034,00 1.886,00 2.088,00 DKPPP
315 | Luas Panen Jagung Ha 4.534,00 4.999,00 4.800,00 5.196,00 4.534,00 DKPPP
316 Luas Panen Bawang Ha 510 599 676 697 510 DKPPP

Merah
3.1.7 | Produksi Tembakau ton N/A N/A 0 0 N/A DKPPP
318 | Produksi Tebu on 2.254.75 1.568.70 1629.6 1.182.30 2.254.75 DKPPP
3.1.9 | Produksi Kelapa ton 20,32 12,53 16 535 20,32 DKPPP
3.1.10 | Produksi Kapuk Randu ton 0.23 0,08 0,04 0,03 0.23 DKPPP
3.1.11 | Luas Panen Tembakau Ha N/A N/A 0 N/A N/A DKPPP
3.1.12 | Luas Panen Tebu Ha 25,25 20,37 18,6 15,23 25,25 DKPPP
3.1.13 | Luas Panen Kelapa Ha 6,66 5,97 7,85 4,43 6,66 DKPPP
3114 Luas Panen Kapuk Ha 3,59 222 22 0,8 3,59 DKPPP

Randu
3.1.15 | Luas Lahan Pertanian DKPPP

1 Lahan Sawah Ha 1793 1750,5 17435 17415 17415 DKPPP

é.al\_’fahhan Pertanian Bukan Ha 923 913,25 913,25 906,12 905,21 DKPPP
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BIDANG URUSAN /
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN RER A KAl
PEMBANGUNAN DA
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
32 | PERIKANAN
3.1.15 | Jumiah Produksi Ton 16,393.60 17.659,70 12.720,40 851,6 881,69 DKPPP
Perikanan Tangkap
3.1.16 .'}‘gﬁgi’;%d“k“ Perikanan Rp 324.354.839.345 | 297.838.428.000 | 189.656.544.810 19.677.250.000 21.263.264.000,00 | DKPPP
Jumlah Produksi
3.1.17 . . Ton 426,75 423,77 312,83 337,407 355,06 DKPPP
Perikanan Budidaya
3118 | N dF:}‘,’:“kSi Perikanan Rp 8.927.340.000 8.375.980.000 7.365.793.000 6.408.068.400 9.190.007.500,00 | DKPPP
33 | PERINDUSTRIAN
3.3.1 2?;\’;;)3"' agro dan kimia unit 967 980 1.004 1.012 926 Disperinaker
Industri logam, mesin, : . .
3.3.2 tekstil dan aneka (ILMTA) unit 159 165 166 188 251 Disperinaker
Industri alat transportasi,
3.3.3 | elektronika dan telematika unit 11 11 11 11 11 Disperinaker
(IATT)
3.3.4 | Total Industri unit 1137 1156 1.181 1.211,00 1188 Disperinaker
335 | Nilai produksi Rp 3.322.715.212.775 | 3.479.689.872.885 | 3.604.610.739.322 | 3.402.301.570.112 5,851,006,690,969 | Disperinaker
3.3.6 | Nilai Investasi Rp 198.398.571.324 | 205.918.715.285 200.088.387.807 201.889.183.297 3,296,744,990,733 Disperinaker
34 | PARIWISATA
3.4.1 Jumlah obyek wisata buah ° 9 11 11 12 Dispopar
3.4.2 |JumiahKunjungan orang 1.232.908 1.084.317 474.615 449,517 841.369 Dispopar
Wisatawan Domestik
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ot REALISASI KINERJA
BIDANG URUSAN /
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN BAERA
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
Jumlah Kunjungan .
343 Wisatawan Mancanegara orang 3.295 1.698 69 0 235 Dispopar
3.4.4 PAD Sektor Pariwisata Rp 7.544.206.982 8.199.802.435 4.390.140.033 4.859.498.994 7.835.323.736 Dispopar
Persentase Destinasi
3.4.5 | Wisata yang % 11 22 9 9 8 Dispopar
dikembangkan
346 | JumiahPelaku ekonomi orang 42 42 42 42 123 Dispopar
kreatif
347 nglah kelompok sadar orang 7 9 14 14 16 Dispopar
wisata
348 | fateRata Lama Tinggal Hari N/A N/A N/A 1 1 Dispopar
isatawan
349 | Kontribusi Pariwisata o N/A N/A N/A N/A 4,0892 Dispopar
o terhadap PAD ° ’ Pop
3.5 PERDAGANGAN
3.51 Jumlah Nilai Ekspor US$ 000 69.007.677,23 18.812.167,91 2,851,156,639,034.51 | 3.540.436.091.884.970 892.750.373.084,00 DKUP
352 | pomial Nilaiimpor Per US$ 000 200.906.094.48 | 10.573.182,20 | 65082,112,603.00 | 223.286.731.373.543 | 407.847.493.789,00 | DKUP
LAYANAN PENUNJANG
4 URUSAN
PEMERINTAHAN
Indeks Reformasi 60.71 66.81 67 67 27 68 56 Setda -
4.1 . : indeks ’ ) ' ’ Bagian
Birokrasi .
Organisasi
Indeks Kepuasan 1 1 Setda -
42 p indeks 80,36 82,23 84,14 76,9 84,93 Bagian
Masyarakat o o
rganisasi
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oS REALISASI KINERJA
BIDANG URUSAN /
NO | INDIKATOR KINERJA SATUAN PERANGKAT
PEMBANGUNAN BAERA
2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
Persentase e-
4.3 Government Perangkat % 46,15 51,28 57,14 62,86 68,57 Diskominfo
Daerah Yang Terintegrasi
4.4 Ep'”' BPK Terhadap opini WTP WTP WTP WTP N/A BPPKAD
aporan Keuangan
Setda -
4.5 Nilai SAKIP skor 70,49 71 72,68 73,22 N/A Bagian
Organisasi
Setda -
46 Nilai LPPD skor 3,3812 N/A 32,5 N/A N/A Bagian
Pemerintahan
4.7 'Ioljdeks Profesionalisme indeks 62 62 64,25 4573 42,08 BKPSDM
paratur
Rasio PAD terhadap
4.8 terhadap total % 17,8 18,27 19,91 21,4 20,05 BPPKAD
pendapatan daerah
Indeks Kepuasan Sekretariat
4.9 | Masyarakat pada Indeks 80.36 82.23 84.14 79,86 80,12 Daerah
Sekretariat Daerah
Persentase Anggota
410 DPRD yang Puas Akan % 69 73,79 95 77,37 97 Sekretariat
' Pelayanan Administrasi DPRD
Perkantoran
Persentase anggota
411 DPRD yang puas akan % 71,3 73,79 77,39 77,37 73,18 Sekretariat
' pelayanan Sekretariat DPRD
DPRD
Persentase OPD yang
4.12 Menyusun Dokumen o 94,36 99,72 100 100 100 Bappeda
' Perencanaan Berkualitas ° Litbang
Baik
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ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN /
INDIKATOR KINERJA
PEMBANGUNAN
DAERAH

SATUAN

REALISASI KINERJA

PERANGKAT

2018

2019

2020

2021

2022

DAERAH

413

Persentase Program
Dengan Capaian Minimal
80%

%

83,49

100

85,57

85,57

78.27

Bappeda
Litbang

414

Persentase hasil
penelitian yang
dikembangkan yang
menjadi kebijakan
pelaksanaan
pembangunan daerah

%

83

82.6

87.58

103,5

87.21

Bappeda
Litbang

4.15

Persentase PD yang
memperoleh nilai SAKIP
minimal A

%

5,13

51,28

55

66,67

70

Inspektorat

4.16

Nilai Maturitas SPIP Kota
Probolinggo

indeks

3,0375

3,0375

3,0375

3,389

belum dinilai

Inspektorat

417

Persentase Penanganan
Hasil Temuan
Pemeriksaan

%

98,32

97

95,76

96,26

90,25

Inspektorat

4.18

Persentase Peningkatan
Pelanggaran HAM yang
Terselesaikan

%

76,96

91,72

100

N/A

N/A

Bakesbangpol

4.19

Persentase Partisipasi
Masyarakat dalam
Mengikuti Pemilihan
Umum

%

80,28

N/A

84,92

N/A

N/A

Bakesbangpol

4.20

Persentase Jumlah
Potensi Konflik Sosial
Masyarakat yang
Terselesaikan

%

100

100

100

100

100

Bakesbangpol

4.21

Persentase Penurunan
Kasus terkait Narkoba

%

8,62

14,29

N/A

N/A

Bakesbangpol

Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah terkait, 2023
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A SAING DAERAH

2.1.4.1. Fokus Ekonomi, Infrastruktur dan lklim Investasi

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas
wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi. Secara terperinci, realisasi kinerja aspek
daya saing Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2018 — 2022 disajikan dalam tabel berikut.
a. Pengeluaran kosumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kota Probolinggo Tahun
2018-2022 terus mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2021 sebesar
Rp. 16.266.000,00 dan meningkat pada Tahun 2022 menjadi Rp. 16.476.000,00.
Pengeluaran tersebut meliputi: (1) makanan dan minuman selain restoran,
(2) pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya, (3) perumahan dan perlengkapan
rumah tangga, (4) kesehatan dan pendidikan, (5) transportasi dan komunikasi,
(6) restoran dan hotel serta lainnya.
b. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
Nilai Tukar Petani (NTP) relatif mengalami kenaikan tiap tahunnya dimana
pada Tahun 2021 NTP sebesar 111,02 dan menjadi 111,1 pada tahun 2022.
Demikian pula Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang mengalami peningkatan dari tahun
2021 yang sebesar 0,78 menjadi 0,82 pada tahun 2022.
c. Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN
Investasi merupakan motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi. Seiring
dengan kondisi perekonomian global dan nasional yang semakin membaik pasca
pandemi, kondisi ekonomi dan investasi di Kota Probolinggo juga ikut menggeliat
yang ditandai dengan peningkatan Persentase Pertumbuhan Nilai PMA dan PMDN
dari 0,37% pada tahun 2021 menjadi 0,389% pada Tahun 2022.
d. Persentase Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Baik dan Persentase Ketersediaan
Infrastruktur Dasar
Sebagaimana diketahui, Indeks Infrastruktur merupakan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dengan dua Indikator Kinerja Daerah (IKD) pembentuknya, yaitu
persentase ketersediaan infrastruktur dan persentase infrastruktur berkualitas baik.
Realisasi Indeks Infrastruktur pada tahun 2022 adalah sebesar 74,91 dengan
target sebesar 75,54 atau capaian sebesar 99,17% dengan rincian sebagai berikut:
- Capaian Persentase Ketersediaan Infrastruktur pada tahun 2022 adalah
sebesar 99%, dimana dari target sebesar 77,79 realisasi pada tahun 2022
adalah sebesar 77,00. Capaian tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun
2021 karena adanya penurunan nilai beberapa indikator seperti angkutan jalan

yang memenuhi standar keselamatan, tingkat pelayanan persampahan
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Infrastruktur Berkualitas Baik pada tahun 2022 adalah sebesar

99,33%, dimana dari target sebesar 73,3 realisasi pada tahun 2022 adalah

sebesar 72,81. Capaian tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021

karena adanya penurunan nilai indikator kondisi jalan.

TABEL 2. 27 REALISASI KINERJA ASPEK DAYA SAING DAERAH KOTA

PROBOLINGGO TAHUN 2018-2022

ASPEK / FOKUS /
BIDANG URUSAN / REALISASI KINERJA
INDIKATOR PERANGKAT
- KINERJA AL DAERAH
PEMBANGUNAN 2018 2019 2020 2021 2022
DAERAH
ASPEK DAYA
SAING DAERAH
Pengeluaran . .
1 konsumsi rumah Ribu Rupiah | 11.796 | 12280 | 12.180 | 12.245 | 12,571 | gpg
. / Tahun
tangga per kapita
2 | Nilai i 109,83 | 110,36 | 111,02 | 111,1 | DispertaKP &
ilai Tukar Petani Skor 109,82 ) ) , ) Peri
erikanan
3 Nilai Tukar Nelayan Indeks 2,08 0,818 0,74 0,78 0,82 Dlsperta KP &
Perikanan
Persentase
4 Pertumbuhan Nilai % 32,31 25,35 04 0,37 0,389 B:&fTSP &
PMA dan PMDN
Persentase Bakesbangpol
5 | Penurunan % 20 2827 | 31.32 13 N/A 9p
T & Satpol PP
Kriminalitas
Persentase
Infrastruktur Dasar o 69,36 69,54 72,12 73,09 72,81 | Bappeda
6 N A_) ) 1] 1] ) ) A
yang Berkualitas Litbang
Baik
Persentase
7 ketersediaan % 69,53 75,17 75,16 77,61 77,00 B_appeda
: Litbang
infrastruktur dasar

Sumber : BPS Kota Probolinggo dan Perangkat Daerah terkait, 2023

Dalam konteks regional sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2019 dan RTRW Provinsi Jawa Timur, Kota Probolinggo merupakan bagian dari kluster
BTS dengan prioritas pada kegiatan pariwisata baik di wilayah inti TN BTS maupun
kawasan sekitarnya. Selain itu, dengan memanfaatkan potensi perkebunan di
sekitarnya, pembangunan di Kawasan BTS juga akan diprioritaskan pada kegiatan
agroproduksi dan agroindustri dengan memanfaatkan pusat kegiatan pariwisata sebagai
pusat distribusi hasil dari agroproduksi dan agroindustri.

Sebagai bagian dari Kluster BTS Kota Probolinggo memiliki peran penting
karena Kota Probolinggo merupakan pintu gerbang KSPN BTS dengan dukungan
sarana prasarana yang memadai seperti: Pelabuhan, Terminal KA dan akses jalan tol.
Ke depan perlu dilakukan upaya-upaya pengembangan kerjasama antar daerah dalam

kluster BTS dengan prinsip optimalisasi potensi dan negasi kesenjangan dalam rangka
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pengembangan pariwisata khususnya di wilayah pesisir,
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saing BTS. Kota Probolinggo secara kontinyu melakukan penggalian

dan pengembangan potensi yang dapat mendukung percepatan pengembangan BTS
pembentukan

Perseroda guna mendukung operasional pelabuhan. Pengembangan kerjasama antar
daerah dalam kluster BTS tentunya diharapkan dapat mengoptimalkan potensi di

masing-masing wilayah serta mengurangi kesenjangan, mengingat masih terdapat

kesenjangan antar wilayah sebagai berikut.

20007 Q B

15.00-
=
= Kabupaten Malang
» IKabupc?en Pasuman
E' i Kabupaten Lumngjang|

abupaten Lumajang
E |Koia Pt -unuunl
Keta Malang
5.00
4D C
3.0000 32500 35000 37500 4.0000 42500
LPE
Gambar 2. 19 Distribusi Kabupaten/Kota Kluster BTS:
Aspek Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan
Sumber : Bappeda Litbang, 2023
A2007 A Kota MatangB
3000~
Kabupaten Malang

% 3600+ Kota Pq-uwunl
o i; Kabupaten Pasvrvan|
EI ‘;
2

3300~

;
D C
1 T T L3 L
3.0000 3.2500 35000 37500 4.0000 42500

LPE

Gambar 2. 20 Distribusi Kabupaten/Kota Kluster BTS:
Aspek Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan
Sumber: Bappeda Litbang, 2023
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2.1.4.2. Fokus Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai subjek sekaligus objek pembangunan merupakan pusat
pembangunan yang proses dan hasilnya harus dilakukan secara terencana dan terpadu
demi mendapatkan hasil sumberdaya manusia yang berkualitas. Pemerintah Kota
Probolinggo telah melakukan berbagai upaya untuk senantiasa melaksanakan
pembangunan yang seimbang, antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan
sumber daya manusia. Hasil pembangunan manusia dapat dilihat salah satunya melalui
indikator yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka IPM Kota
Probolinggo pada 2022 tercatat sebesar 74,56 atau masuk kategori tinngi, dimana angka
ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 73,66. IPM Kota Probolinggo senantiasa
mengalami peningkatan setiap tahunnya sepanjang tahun 2018 hingga 2022, yaitu
sebesar 72,53 menjadi 74,56. Hal ini berarti program pemerintah Kota Probolinggo baik
di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi begitu dirasakan dampak positifnya oleh

masyarakat sebagai obyek pembangunan.

Tabel 2. 28 Realisasi IPM Kota Probolinggo Tahun 2018-2022

CAPAIAN KINERJA
e LElgarel SATUAN ™5018 [ 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1. IPM Indeks 72,53 73,27 73,27 73,66 74,56
2. Indeks Pendidikan Indeks 0.66 0.67 0.67 0.68 0.69
3 Indeks Kesehatan Indeks 0,77 0,77 0,77 0,77 0,78

Sumber : BPS Kota Probolinggo, Tahun 2023

2.1.5. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dengan berpedoman pada
standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan
demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,
dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar terdiri dari:

a. pendidikan;

b. kesehatan;
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um dan penataan ruang;
perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

sosial.

2.1.5.1. Capaian SPM Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang Pendidikan yang menjadi

kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: pendidikan anak usia dini, pendidikan

dasar dan pendidikan kesetaraan. Capaian ketiga jenis pelayanan tersebut pada tahun

2022 telah di atas 90% dan mencapai tuntas utama.

TABEL 2. 29 REALISASI KINERJA SPM BIDANG PENDIDIKAN
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

. Jenis Standar Pelayanan Minimal Capaian Kategori
Pelayanan Indikator Target | 2021 | 2022 | Indeks
Pendidikan Jumlah Warga Negara usia 5 — 6

Tahun yang berpartisipasi dalam 100% |87.25%/93,51%

 [Anak Usia Dini | o1 didikan PAUD <
=

. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 L

2. [P)zgg'rd'ka” tahun yang berpartisipasi dalam 100% [95.07%|92,91%| S
pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTSs) ‘2

Jumlah Warga Negara Usia 7 — 18 E

. Tahun yang belum menyelesaikan =

3. Eggg,::'rzzr:] pendidikan dasar dan atau menengah| 100% [91.03%(94,81% =

yang berpartisipasi dalam pendidikan
kesetaraan

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

a.

Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2022 mencapai 93,51%, dimana
80% capaian dari penerima Layanan Dasar PAUD mencapai 98% dan pencapaian
mutu minimal layanan dasar PAUD mencapai 91,52%. Pencapaian mutu minimal
layanan dasar PAUD dari unsur capaian mutu minimal layanan dasar PAUD berupa
pemenuhan perlengkapan dasar bagi peserta didik (buku gambar dan alat mewarnai)
mencapai 100% dimana dari sejumlah 7.133 peserta didik mendapatkan
perlengkapan dasar dari masing-masing satuan PAUD.

Selanjutnya dari unsur capaian Kualitas Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah)
yang berkualifikasi S1/D-IV tercapai 94,63%, dimana dari total 205 Kepala Sekolah
yang memenuhi kualifikasi sejumlah 194 orang. Kualitas Tenaga Pendidik PAUD
yang berkualifikasi S1/D-IV tercapai 71,47%, dimana dari 638 Tenaga Pendidik

sejumlah 456 orang telah memenuhi kualifikasi tersebut.
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dukung capaian Layanan Pendidikan Anak Usia Dini tak lepas dari
kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo untuk memprioriitaskan pendidikan salah
satunya melalui pemenuhan BOP PAUD Daerah sebagai unsur peran serta dan
tanggung jawab pendanaan Pendidikan Kota Probolinggo selain dari Dana Khusus
yaitu BOP PAUD DAK Non Fisik Tahun 2022. Pemenuhan BOP PAUD diprioritaskan
untuk membantu peningkatan mutu layanan PAUD utamanya pembelajaran,
peningkatan profesionalitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non ASN serta
operaisonal Pendidikan pada Satuan PAUD di Kota Probolinggo. Selain pemenuhan
BOP PAUD, pemenuhan pendidikan PAUD juga didukung oleh pelaksanaan
program kegiatan dan sub kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini,
Pengembangan Kurikulum serta Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dalam rangka untuk mendukung capaian SPM Pendidikan
khususnya SPM Pendidikan Anak Usia Dini.

. Capaian Layanan Pendidikan Dasar sebesar 92.91% yang diperoleh dari capaian
penerima layanan Dasar Jenjang Pendidikan Dasar sebesar 97% dan capaian mutu
pelayanan dasar (terdiri dari unsur pemenuhan buku teks pelajaran dan
perlengkapan belajar) sebesar 100%. Ditinjau dari unsur kualitas tenaga
kependidikan, Kepala Sekolah yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai
89,57%, kualitas tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mencapai
47,44%, kualitas tenaga penunjang yang memenuhi kualifikasi mencapai 92.29%,
kualitas jumlah rombongan belajar satuan Pendidikan Dasar mencapai 100% dan
Satuan Pendidikan Dasar yang terakreditasi minimal C mencapai 97,50%.

Faktor pendukung capaian Layanan Pendidikan Dasar antara lain adalah:

- Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri dan
Pendidikan Murah berkualitas bagi Satuan Pendidikan Dasar Swasta, berupa
pemenuhan Operasional Satuan Pendidikan melalui BOSDA SD/MI dan BOSDA
SMP/MTs. Hal ini sebagai upaya untuk peningkatan mutu dan akses pelayanan
pendidikan dasar di Kota Probolinggo dan juga sebagai upaya tanggung jawab
pendanaan pendidikan di daerah selain dari BOS Reguler dan BOS Kinerja dari
Kemendikud Ristek RI.

- Dukungan alokasi DAK Fisik SD dan SMP dalam rangka peningkatan layanan
pendidikan yang berkualitas.

- Dukungan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Pengelolaan Pendidikan
Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama,
Pengembangan Kurikulum dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Jenjang SD dan SMP.
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an Pendidikan Kesetaraan mencapai 94,81% yang terdiri dari capaian
penerima layanan dasar Pendidikan Kesetaraan mencapai 100%, capaian mutu
minimal layanan Pendidikan Kesetaraan dari unsur pemenuhan modul belajar dan
perlengkapan belajar mencapai 100%, pemenuhan rombingan belajar Satuan
Pendidikan kesetaraan mencapai 100%. Ditinjau dari unsur kualitas pendidik yang
memenuhi kualifikasi S1 / D IV mencapai 50,00% yang terdiri dari kualitas tenaga
Pendidikan (Kepala Sekolah) yang sudah berkualtifikasi S1 / D-IV mencapai 100%
(6 Kepala Sekolah telah memenuhi kualifkasi yang ditentukan), kualitas Tenaga
Pendukung mencapai 92,31%, Satuan Pendidikan Kesetaraan yang sudah
terakreditasi minimal C mencapai 50%.

Faktor pendukung capaian indeks Layanan Pendidikan Kesketaraan adalah
dukungan kebijakan baik dari Kota Probolinggo maupun Provinsi Jawa Timur untu
mempioritaskan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan serta peningkatan
profesionalitas satuan pendidikan non formal berupa pelaksanaan keaksaraan
fungsional, pelaksanaan asesmen ANBK Peserta DIdik Non Formal / Kesetaraan,
peningkatan professionalitas Pembimbing / Tutor, peningkatan layanan satuan
Pendidikan melalui BOP Kesetaraan yang bersumber DAK Non Fisik, BOSDA
MADIN.

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan
pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pada tahap pengumpulan data meliputi:

- Pengumpulan data dilaksanakan pada Triwulan 2 Tahun 2022, sehingga butuh
waktu untuk pengelolaan data untuk mendapatkan hasil capaian SPM Triwulan 2
Tahun 2022.

- Beberapa capaian SPM Pendidikan pada platfom pendataan sudah tidak sesuai
lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbud Nomor 32
Tahun 2022.

b. Pada tahap penghitungan kebutuhan adalah masih kurang akuratnya data dari
satuan pendidikan.

c. Pada tahap perencanaan dan penganggaran adalah bahwa perencanaan dan
penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan wajib disesuaikan dengan
nomenklatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, sehingga perlu
dilakukan integrasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah direncanakan
sesuai RKPD untuk pencapaian SPM Pendidikan Tahun 2022;
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2laksanaan meliputi:

- Pelaksanaan Pendataan SPM baru dilaksanakan pada Triwulan 3 Tahun 2022.
- Terbatasnya anggaran untuk pendataan SPM bagi Satuan Pendidikan.

e. Lain-lain

- Perlunya Inisiasi dan Kerjasama lintas Sektoral dengan Kementerian Agama Kota
Probolinggo untuk capaian Pendataan SPM Tahun 2022.

- Perlunya penyesuaian platform pelaporan SPM Kemendagri dengan Permendagri
59 Tahun 2021 dan Permendikbud Rl Nomor 32 Tahun 2022.

- Beberapa capaian SPM Pendidikan jika disesuaikan dengan Permendagri Nomor
59 Tahun 2021 dan Permendikbud RI Nomor 32 Tahun 2022 masih belum bisa
dipenuhi disebabkan untuk pendidikan masih perlunya perbaikan pada Platfom
Rapor Pendidikan yang merupakan kewenngan dari Kemendikbud Ristek RI.

- Sub Kegiatan pendukung SPM tidak bisa dihitung berdasarkan Sub Kegiatan yang
ada pada menu Sub Kegiatan Pendukung SPM pada aplikasi, penyusunan sub
kegiatan berdasarkan Permendagri 90 / 2019.

- Kurangnya pemahaman para pengampu kegiatan dan sub kegiatan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran sub kegiatan pendukung sebagai

rencana aksi pendukung capaian SPM.

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan mengacu pada Surat Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 Kota
Probolinggo dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2. 30 Indikator Kinerja Urusan Pendidikan berdasarkan RAKORTEK Pendidikan

Tahun 2023
. Capaian
No Indikator 2022
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak
1 SR 73.64
usia dini (APS)
Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan
2 99,69
dasar (APS)
3 Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 8 52
kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) '
4 | Rerata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional 57,61
5 | Rerata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 41,71
6 | Rerata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 66,63
7 | Rerata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 56,54
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal
8 . 71.08
Akreditasi B
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: Capaian
No Indikator 2022
9 Pertumbuhan Pendidik PAUD yang Memiliki Kualifikasi Akademik Paling 76.75
Rendah D-1V/S1 )
10 | Indeks Iklim Keamanan SD 84,75
11 | Indeks Iklim Kebinekaan SD 89,59
12 | Indeks Inklusivitas SD 75,94
13 | Indeks Iklim Keamanan SMP 81,41
14 | Indeks lklim Kebinekaan SMP 80,70
15 | Indeks Inklusivitas SMP 80,83

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023

2.1.5.2. Capaian SPM Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2022 didukkung
anggaran sebesar 1,811,322,000 dengan realisasi sebesar 1,707,664,200 (94,28%)
dan personil sebanyak 474 orang, dengan jenis pelayanan dasar untuk SPM bidang
Kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1)
Pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin, (3) Pelayanan
kesehatan bayi baru lahir, (4) Pelayanan kesehatan balita, (5) Pelayanan kesehatan
pada usia pendidikan dasar, (6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif, (7)
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut, (8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi,
(9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus, (10) Pelayanan kesehatan orang
dengan gangguan jiwa berat, (11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis, (12)
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan

tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

TABEL 2. 31 REALISASI KINERJA SPM BIDANG KESEHATAN
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

. Standar Pelayanan Minimal Capaian Kategori
No. Jenis Pelayanan I k
Indikator Target| 2021 | 2022 | Indeks
KESEHATAN
1. |Pelayanan Kesehatan Jumlah Ibu Hamil yang 100% [90,78%|94,85%
Ibu Hamil mendapatkan Layanan
Kesehatan
<
3
2. |Pelayanan Kesehatan Jumlah Ibu Bersalin yang |100% |95,05%|92,83% <
Ibu Bersalin mendapatkan Layanan =
Kesehatan ‘2
-
2
>
|—
3. |Pelayanan Kesehatan Jumlah Bayi Baru lahir 100% |97,36%(91,16%
Bayi Baru Lahir yang mendapatkan
Layanan Kesehatan
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. Standar Pelayanan Minimal Capaian
Jenis Pelayanan
Indikator Target| 2021 | 2022
4. |Pelayanan Kesehatan Jumlah Balita yang 100% (88,69% |88,09%
Balita mendapatkan layanan
Kesehatan
5. |Pelayanan Kesehatan Jumlah warga negara usia |100% |40,83%95,35%
pada Usia Pendidikan Pendidikan dasar yang
Dasar mendapatkan layanan
Kesehatan.
6. |Pelayanan Kesehatan Jumlah warga negara usia |100% |42,58%|84,53%
pada usia Produktif Produktif yang
mendapatkan layanan
kesehatan
7. |Pelayanan Kesehatan Jumlah warga negara usia |100% |75,22%|84,32%
Pada usia Lanjut lanjut yang mendapatkan
layanan Kesehatan
8. |Pelayanan Kesehatan Jumlah Warga negara 100% (23,18%60,84%
Penderita Hypertensi Penderita Hipertensi yang
mendapatkan Layanan
Kesehatan
9. |Pelayanan Kesehatan Jumlah warga Negara 100% |[77,62%|98,75%
Penderita Diabetes Penderita Diabetes Mellitus
Mellitus yang mendapatkan
Layanan Kesehatan
10. |Pelayanan Kesehatan Jumlah Warga Negara 100% (94,77%|74,43%
orang dengan Gangguan |dengan gangguan Jiwa
Jiwa Berat berat yang terlayani
kesehatan
11. |Pelayanan Kesehatan Jumlah Warga negara 100% (14,84%|97,60%
orang terduga terduga Tuberullosis yang
Tubberculosis mendapat Layanan
Kesehatan
12. |Pelayanan Kesehatan Jumlah warga negara 100% {80,90%| 100%
orang dengan Resiko dengan resiko terinfeksi
terinfeksi virus yang virus yang melemahkan
melemahkan daya Tahan|Daya Tahan tubuh Manusia
tubuh Manusia ( HIV) (HIV) Yang mendapat
layanan kes.

Kategori
Indeks

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023
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di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian SPM Bidang

Kesehatan pada tahun 2022 adalah 88,56% yang berarti masih perlu dilakukan

akselerasi agar mencapai target nasional SPM bidang kesehatan sebesar 100%.

Capaian untuk masing-masing indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Indikator dengan capaian 100% adalah pelayanan kesehatan orang dengan risiko
terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV). Hal ini tidak lepas
dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk
dan KB bersama fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta serta jejaring.

b. Indikator-indikator dengan capain di atas 80% adalah: pelayanan kesehatan ibu
hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir,
pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar, pelayanan
kesehatan usia produktif, dan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis.

c. Indikator-indikator dengan capaian di bawah 80% adalah pelayanan kesehatan
penderita hypertensi dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.
Rendahnya capaian kedua indikator tersebut dikarenakan kurang maksimalnya
pelaksanaan deteksi penderita hipertensi dan ODGJ di lapangan pada masa transisi
dari Pandemik ke Endemik Covid-19 sehingga kegiatan posbindu belum berjalan
lancar. Dengan minimnya pelacakan/tracing pasien Hypertensi dan ODGJ oleh
petugas dan kader Hypertensi dan Keswa, maka angka penemuan kasus aktif (active
case finding) pasien Hypertensi dan ODGJ menjadi rendah. Hal lain yang
mempengaruhi rendahnya capaian kedua indikator tersebut adalah karena sering
terjadi pergantian petugas PTM yang sudah terlatih di Puskesmas sehingga petugas
baru belum paham tentang Pelayanan Kesehatan Hipertensi dan ODGJ.

Permasalahan dan solusi/rencana tindak lanjut dalam rangka pemenuhan
Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Dasar Kesehatan pada Tahun 2022 dan rencana
tindak lanjut pemenuhan SPM Kesehatan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut:
a. Pada tahap pengumpulan data adalah kurang tersedianya SDM administrasi/program

pada FKTP sehingga kegiatan administrasi juga dilakukan oleh SDM kesehatan. Hal

tesebut tentunya berakibat pada kurang maksimalnya perekaman data SPM.

b. Pada tahap pelaksanaan meliputi:

- Pergantian petugas PTM yang sudah terlatih di Puskesmas dengan petugas baru
yang belum memahami pelayanan kesehatan penunjang SPM.

- Pelaksanaan deteksi di lapangan kurang maksimal karena masa transisi dari
Pandemic ke Endemik Covid-19 yang bedampak pada kurang lancarnya kegiatan
kader kesehatan.

- Belum optimalnya Tim Posbindu dan Keswa.
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ghitungan kebutuhan meliputi:

- Masih kurang akuratnya data penghitungan kebutuhan dari FKTP.

- Kurangnya pemahaman para pengampu sub kegiatan untuk penyusunan

kebutuhan, perencanaan dan penganggaran pendukung capaian SPM.

d. Pada tahap perencanaan dan penganggaran adalah karena keterbatasan anggaran
yang bersumber dari DAU maka penganggaran sub kegiatan untuk pencapaian SPM
Kesehatan Tahun 2022 lebih banyak menggunakan anggaran yang bersumber dana
khusus yaitu Pajak Rokok dan DAK, dimana peruntukan dana khusus diatur secara
khusus atau sesuai juknis, sehingga kurang maksimal dalam menunjang pencapaian
SPM.

Beberapa hal yang perlu dilakukan guna peningkatan penyelenggaraan SPM

Bidang Kesehatan adalah:

a. Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis/pembinaan bagi petugas/nakes tentang
perencanaan dan penganggaran terkait penghitungan kebutuhan serta perekaman
SPM.

b. Pelaksanaan pelatihan untuk kader pendamping/kader kesehatan PTM / Posbindu,
Posyandu, serta kader keswa pada FKTP, Rumah sakit dan Klinik.

Capaian indikator urusan kesehatan sesuai Standart Pelayanan Minimal Kota

Probolinggo Tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut.

TABEL 2. 32 REALISASI KINERJA URUSAN KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2022
NO. INDIKATOR satuan | RESLISAS!] ceTERANGAN
Kategori
Paripurna
. . o (RSUD
1.1.2.1. | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi % 100 Mohomad
Saleh & RSUD
Ar Rozy)
1129, Perseptase Puskesmas tersedia obat o 100
esensial
Prevalensi obesitas pada penduduk usia
1.1.23. | 18 tahun % 55,67
Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat o
1.1.24. Pendek) Pada Balita (persen) Yo LCHL
Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis o
1.1.2.5. Tenaga Kesehatan Sesuai Standar % 108
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INDIKATOR satuan | RESLSAS!] keTERANGAN
Kota
Probolinggo
sudah
Jumlah Kabupaten/Kota yang Mencapai | Kabupaten/ mendapatkan
1.1.2.6. NS . 1
Eliminasi Malaria Kota penghargaan
Eliminasi
Malaria Sejak
Tahun 2014
Cakupan Penemuan dan Pengobatan o
1.1.2.7. TBC (Treatment Coverage) % 97
Persentase Orang dengan HIV (ODHIV)
1.1.2.8. | baru ditemukan yang memulai % 100
pengobatan ARV
Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan yang o
1.1.2.9. mendapat imunisasi dasar lengkap % 97,5
Prevalensi Wasting (Kurus Dan Sangat o
1.1.2.10.- 1 kurus) Pada Balita (Persen) Yo ’
11.2.11. :zt’)irsentase Penurunan Jumlah Kematian o 0.1
1.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga
7" | Berencana
1281 Ipdeks Pembangunan Keluarga Indeks
(iBangga)
. o Rata-rata
Angka kelahiran total (Total Fertility
1.2.8.2. | Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Avr\‘/ak per 2,015
anita
Angka kelahiran remaja umur 15-19 Kglra:]ggg
1.2.8.3. | tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR b 0,39
WUS 15-19
15-19)
tahun
Angka prevalensi kontrasepsi o
1.2.8.4. modern/modern Contraceptive (mCPR) % 69,66
1285 Persenta_se kebutuhan ber-KB yang tidak o 19,1
terpenuhi (unmet need)

Sumber : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

2.1.5.3. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah: (1) Penyediaan
kebutuhan pokok air minum sehari-hari, (2) Penyediaan pelayanan pengolahan air
limbah domestik. Capaian kedua jenis pelayanan dasar tersebut dalam kurun 3 tahun
terakhir relative baik, bahkan untuk penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
telah mencapai target 100%.

Penyelenggaan SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2022 didukung oleh
anggaran sebesar Rp. 7.890.584.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.
6.701.862.000,00 atau realisasi anggaran sebesar 84,93% pada dua program yaitu:
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lolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, (2) program

pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.

TABEL 2. 33 REALISASI KINERJA SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

No.

Standar Pelayanan Minimal Capaian Kategori
Indikator Target| 2021 2022 | Indeks

Jenis Pelayanan

PEKERJAAN UMUM

. |Penyediaan kebutuhan {Jumlah Warga Negara yang| 100% | 100% | 100%

pokok air minum sehari- [memperoleh kebutuhan
hari pokok air minum sehari-hari

Penyediaan pelayanan [Jumlah warga negara yang | 100% |96,47%| 97,60%
pengolahan air limbah  |memperoleh layanan
domestik pengolahan air limbah
domestik

TUNTAS
UTAMA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, 2023

Rata-rata capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2022 adalah

sebesar 96,42% dengan rincian untuk masing-masing indikator sebagai berikut:

a.

Capaian indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum relatif baik, dimana dari
jumlah yang harus dilayani sebanyak 239.649 jiwa telah terlayani semuanya. Secara
kuantitas dan kualitas air minum masyarakat di Kota Probolinggo sepenuhnya telah
terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan air dari jaringan perpipaan relatif masih kecil
sebesar 29,56% sedangkan masyarakat yang menggunakan sumur gali atau sumur
bor (Bukan Jaringan Perpipaan) sebesar 70,44%. Hal tersebut karena masyarakat
menilai kualitas air tanah di Kota Probolinggo baik atau layak untuk digunakan bagi
kebutuhan sehari-hari.

Capaian indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah
sebesar 97,6%, dimana dari 239.649 jumlah masyarakat Kota Probolinggo,
sebanyak 233.897 jiwa telah terlayani. Belum optimalnya capaian indikator ini
dikarenakan masih terdapat masyarakat yang lebih senang atau terbiasa buang air
besar di sungai.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang

Pekerjaan Umum dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan

Dasar Pekerjaan Umum pada Tahun 2022 dan rencana tindak lanjut pemenuhan pada

tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

a.

b.

Kesulitan dalam pengumpulan data sehingga belum terdapat data by name by
address (BNBA) untuk penghitungan SPM.
Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk buang air besar di sarana prasarana

sanitasi.
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gganan enggan untuk berlangganan air minum dari Perumdam

Bayuangga, karena kualitas air tanah yang masih baik.

2.1.5.4. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah:
(1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupaten/kota, (2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan SPM
Bldang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman didukung oleh ketersediaan SDM
sejumlah 8 ASN yang bertugas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

TABEL 2. 34 REALISASI KINERJA SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

Standar Pelayanan Minimal Capaian Kategori
Indikator Target|2021| 2022 | Indeks
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. |Fasilitasi Penyediaan Jumlah warga negara yang 100% |NIHIL] 95%

No. Jenis Pelayanan

Rumah yang Layak Huni [terkena relokasi akibat <
Bagi Masyarakat Yang |Program Pemerintah Daerah =
Terkena Relokasi Kota yang Memperoleh ﬁ
Program Pemerintah Fasilitasi Rumah yang Layak >
Daerah Kota Huni '<’r.’
2. |Penyediaan dan Jumlah warga negara korban | 100% [NIHIL 97,84% E
Rehabilitasi Rumah bencana yang memperoleh E

Layak Huni Bagi Korban rumah layak huni
Bencana Kota

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
2023

Rata-rata capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawsan Permukiman
adalah sebesar 96,42%, dimana capaian indikator fasilitasi penyediaan rumah yang
layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sebesar 95% dan
indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebesar
97,84%. Terkait dengan penanganan korban bencana, pada tahun 2022 terdapat 1
rumah korban bencana yang telah tertangani.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan
Rakyat pada Tahun 2022 adalah belum tersedianya anggaran pada Bidang Perumahan
dan Kawasan Permukiman terkait pemenuhan SPM. Oleh karena itu pada Tahun 2023
anggaran pemenuhan SPM telah diakomodasi dalam Rencana Kerja DPUPR-PKP.
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PM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan

Masyarakat

Jenis pelayanan dasar SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
adalah: (1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, (2) Pelayanan Informasi
Rawan Bencana, (3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (4)
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, (5) Pelayanan Penyelamatan
dan evakuasi korban kebakaran.

Penyelenggaraan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat pada tahun 2022 didukung oleh anggaran sebesar
Rp. 8.359.053.962,00 dengan realisasi sebesar Rp. 7.383.722.977,00 (88,33%) dan

personil sebanyak 244 orang.

TABEL 2. 35 REALISASI KINERJA SPM BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022

Standar Pelayanan Minimal Capaian Kategori
Indikator Target| 2021 | 2022 | Indeks
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SUB URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM

No.| Jenis Pelayanan

1. |Pelayanan Jumlah Warga Negara 100%| 100% 86,67% " <
Ketentraman dan yang memperoleh layanan :: >
Ketertiban Umum akibat dari penegakan Z 9,:

hukum perda dan perkada 2=
SUB URUSAN KEBENCANAAN
1. |Pelayanan Informasi Jumlah Warga Negara 100%| 83,63% | 96,00%
Rawan Bencana yang memperoleh layanan
(Kebencanaan) informasi rawan bencana

2. |Pelayanan Jumlah Warga Negara 100%| 83,63% | 100%
Pencegahan dan yang memperoleh layanan
Kesiapsiagaan informasi rawan bencana
Terhadap Bencana
(Kebencanaan)

3. |Pelayanan Jumlah Warga Negara 100%| 87,21% | 96%
Penyelamatan dan yang memperoleh layanan
Evakuasi Korban penyelamatan dan
Bencana evakuasi korban bencana
(Kebencanaan)

SUB URUSAN PEMADAM KEBAKARAN
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. Standar Pelayanan Minimal Capaian Kategori
Jenis Pelayanan
Indikator Target| 2021 | 2022 | Indeks
1. |Pelayanan Jumlah Warga Negara 100%| 100% 100%

Penyelamatan dan yang memperoleh layanan

Evakuasi Korban penyelamatan dan

Kebakaran evakuasi korban

kebakaran

Sumber : Satpol PP dan BPBD, 2023

Rata-rata capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat pada tahun 2022 adalah sebesar 95,37% dengan rincian
sebagai berikut:

a. Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum adalah 86,67% dimana
tidak terdapat warga yang terdampak kerugian akibat dari penegakan Perda dan
Perkada.

b. Capaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran adalah 100%, dimana warga Kota
Probolinggo mendapatkan pelayanan penuh dalam penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran secara responsif time.

c. Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan 97,33% karena beberapa mutu
barang/jasa/SDM yang tersedia belum memenuhi mutu barang/jasa/SDM yang

ditentukan.

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 adalah:
a. Permasalahan pada Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Trantibum dan

Kebakaran adalah:

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan ketentraman dan
ketertiban.

- Kurangnya aparat penegak Perda dan Perkada.

- Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, mudahnya akses
informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan
ketentraman dan ketetiban umum.

- Belum tersusunnya SOP sinergitas penyelesaian pelanggaran Perda dan
Perkada.

- Kurangnya sarana prasarana dalam penyelamatan pemadam kebakaran.

b. Permasalahan pada Sub Urusan Kebencanaan adalah:

RKPD Kota Probolinggo Tahun 2024 | 1l.76



= Pemerintah Kota Probolinggo

https:{fprobolinggokota.go.id

p pengumpulan data terdapat kendala terkait belum adanya data
dasar jumlah penduduk yang berada dalam daerah rawan bencana per jenis
bencana.

Pada tahap penghitungan kebutuhan terdapat kendala belum tersedianya data
dasar yang menyebabkan sulitnya penghitungan kebutuhan secara akurat.
Pada tahap perencanaan dan penganggaran terdapat kendala terkait anggaran
dimana kebutuhan dana yang cukup besar untuk memenuhi pengadaan
Dokumen Penanggulangan Bencana dan Sarana Penanggulangan Bencana.
Pada tahap pelaksanaan tedapat kendala terkait belum optimalnya koordinasi
di lapangan.

Pada tahap pelaporan, adanya sistem pelaporan baru berupa Aplikasi SPM
Bangda dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 59 Tahun 2021

membutuhkan adaptasi dan penyesuaian secara cepat oleh aparat.

Solusi-solusi yang akan dilaksanakan dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan di atas adalah:

a.

Pada Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Trantibum dan Kebakaran

adalah:

Pelaksanaan Sosialisasi Perda dan Perkada untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat.

Penguatan SDM Aparatur Penegakan Perda dan Perkada.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang ketentraman dan ketertiban
umum dengan pihak terkait.

Pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam penyelamatan pemadam
kebakaran.

Pada Sub Urusan Kebencanaan adalah:

Menggunakan data estimasi dalam menentukan jumlah penerima layanan dasar
serta penghitungan kebutuhan.

Menjajagi sumber pembiayaan alternative baik melalui usulan kepada BNPB,
BPBD Provinsi dan NGO yang bergerak di bidang kebencanaan.

Pelaksanaan kerja sama dengan pihak akademisi untuk penyusunan dokumen
yang dibutuhkan.

Meningkatkan koordinasi sesuai dengan tupoksi masing — masing.

Melakukan peningkatan pengetahuan terkait kebencanaan bagi aparat yang

menangani kebencanaan.
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PM Bidang Sosial

SPM bidang sosial merupakan penjabaran dari target yang telah dipandu oleh
Kementerian Sosial dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota mencakup 5 pelayanan dasar, yaitu:

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar diluar panti.

b Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar panti.

c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar panti.

d Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis
diluar panti.

e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

bagi Korban Bencana Kota.

Penyelenggaraan SPM Bidang Sosial tahun 2022 didukung oleh anggaran
sebesar Rp. 1.283.676.570,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.166.768.657,00 (90,89%)

dan personil sejumlah 55 orang.

TABEL 2. 36 REALISASI KINERJA SPM BIDANG SOSIAL KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2022
Standar Pelayanan Minimal Realisasi (%) .
No| Jenis Pelayanan Target Kategori
Indikator %) | 2021 | 2022 Indeks
SOSIAL
Rehabilitasi Sosial Jumlah Warga Negara 100% |74.44%| 100%

1. |Dasar Penyandang Penyandang Disabilitas yang
Disabilitas Terlantar di|memperoleh rehabilitasi sosial
luar Panti diluar panti

Rehabilitasi Sosial Jumlah Anak Terlantar yang 100% |77.42%| 100%
2. |Dasar Anak Terlantar |memperoleh rehabilitasi sosial
diluar panti di luar panti

Jumlah Warga Negara Lanjut 100% |80.95%(98,67%
Usia Terlantar yang
memperoleh rehabilitasi sosial

Rehabilitasi Sosial
3. |Dasar Lanjut Usia
Terlantar diluar panti

di luar panti
Rehabilitasi Sosial Jumlah warga 100% |88.77%|98,67%
Dasar Tuna Sosial negara/gelandangan dan
4. |khususnya pengemis yang memperoleh
Gelandangan dan rehabilitasi sosial dasar tuna
Pengemis diluar panti |sosial di luar panti
Perlindungan dan 100% [98.29%| 100%
Jaminan Sosial pada |Jumlah warga negara korban
5 |saat tanggap dan bencana kota yang memperoleh

pasca bencana bagi |perlindungan dan jaminan sosial
Korban Bencana Kota

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023
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Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2022 adalah 99,47 % atau Tuntas
Paripurna. Capaian 3 jenis layanan dasar telah mencapai 100% vyaitu: (1) rehabilitasi
sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, (2) rehabilitasi sosial dasar
anak terlantar di luar panti, (3) perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan
paska bencana bagi korban bencana. Capaian dua indikator lainnya (rehabilitasi sosial
dasar lanjut usia terlantar di luar panti dan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya
gelandangan dan pengemis di luar panti) adalah 98,67 %. Ketidaktercapaian kedua
indikator tersebut karena tidak terpenuhinya kategori indeks pencapaian SPM pada
akses ke layanan pendidikan.
Beberapa permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan SPM Bidang Sosial
Tahun 2022 adalah:
a. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar anak terlantar,
keluarga miskin, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat.
b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar anak, anak yang
menjadi korban tindak kekerasan, penyandang disabilitas, pengemis dan

gelandangan.

Beberapa solusi yang akan dilakukan terkait permasalahan-permasalahan
tersebut adalah:
a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta lintas daerah terkait dengan
penanganan PMKS.
b. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatkan kualitas pelayanan,
pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial.

2.1.6. REALISASI RPJMD

Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 — 2024.
Realisasi RPJMD Tahun 2022 yang dijadikan dasar bagi penyusunan RKPD Tahun
2024 merupakan realisasi tahun Ketiga dari RPJMD periode ini.

2.1.6.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3
Tahun 2021, terdapat 6 IKU sebagai gambaran pencapaian misi pembangunan Kota

Probolinggo sebagaimana tabel berikut.
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LISASI KINERJA UTAMA (IKU) RPJMD KOTA PROBOLINGGO

TAHUN 2022
REALISASI TARGET | CAPAIAN
NO INDIKATOR :ﬂ(NUE)RJA UTAMA SATUAN
2021 2022 2022 2022
1. | Pertumbuhan Ekonomi % 4,06 6,12 3-35 174,86
o I(?g'(\a/ll;s Pembangunan Manusia Indeks 73,66 74,56 73,6 101,30
3. | Persentase Penduduk Miskin % 7,44 6,65 7,39 110,01
4. | Indeks Infrastruktur Indeks 75,35 74,91 75,54 99,17
5 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 70,2 60,85 64,83 93,86
(IKLH)
6. | Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 67,27 68,56 71 96,56

Capaian 6 (enam) Indikator Kinerja Utama / IKU yang ditetapkan dalam RPJMD

Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 pada tahun 2022 telah di atas 90%. Dua indikator

yang tidak memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan adalah Indeks Infrastruktur

dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Ketidaktercapaian Indeks Infrastruktur karena adanya penurunan nilai beberapa

indikator yaitu angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan, tingkat
pelayanan persampahan, kondisi jalan. Beberapa permasalahan yang
mengakibatkan penurunan nilai indikator tersebut adalah: belum optimalnya
penegakan regulasi terhadap kendaraan bermotor Over Dimensi dan Overload
(ODOL) yang mempengaruhi nilai indikator angkutan jalan, belum optimalnya
pengelolaan persampahan dan TPA (termasuk kapasitas TPA yang akan over load),

masih terdapat kerusakan di beberapa ruas jalan.

. Ketidaktercapaian IKLH disebabkan penurunan dua indikator pembentuk IKLH yaitu

Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun
2022 Kementerian LHK menggunakan aplikasi penghitungan IKLH, dimana
Kabupaten/Kota wajib melakukan input data ke Aplikasi IKLH tersebut untuk dianalis
dan menghasilkan nilai IKLH Kabupaten/Kota. Hal tesebut mempengaruhi nilai IKLH

Kota Probolinggo karena perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap

penggunaan Aplikasi IKLH. Beberapa kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

- Untuk Indeks Kualitas Air, secara teknis periode pemantauan Indeks Kualitas Air
hanya dilakukan pada 1 musim untuk masing-masing sungai dimana idealnya
dilakukan minimal 2 kali pada musim kemarau dan penghujan. Selain itu belum
dilakukan pemantauan terhadap seluruh titik pemantauan sungai serta terdapat
parameter yang belum diujikan sebagaimana termuat dalam Aplikasi IKLH.

- Untuk Indeks Kualitas Lahan, penurunan yang signifikan pada Indeks Kualitas

Lahan disebabkan oleh belum tersedianya data lokasi yang berkoordinat geografis
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an (berupa SK atau Peraturan Kepala Daerah tentang RTH) sebagai
dasar verifikasi Indeks Kulaitas Lahan dalam Aplikasi IKLH.

2.1.6.2. Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 telah ditetapkan 22 (dua

puluh dua) Indikator Kinerja Daerah (berupa indikator sasaran). Dari indikator-indikator

dimaksud, beberapa indikator belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan

dalam RPJMD. Adapun realisasi kinerja beserta keterangan capaian kinerja dari IKD

dimaksud sebagaimana tabel di bawah ini.

Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada tahun 2022 rata-rata telah

mencapai 90% bahkan melampaui target. Adapun indikator yang masih rendah

capaiannya adalah Indeks Kualitas Lahan dengan capaian 55,45%, Indeks SPBE

dengan capaian 57,94% dan Indeks Profesionalitas Aparatur dengan capaian 65,49%.

a.

Ketidaktercapaian target IKL dikarenakan data-data yang sudah diinputkan pada
Aplikasi IKLH milik KLHK belum disertai dengan data-data dukung yang sesuai
dengan ketentuan KLHK, seperti payung hukum atau regulasi RTH, titik koordinat
dari masing-masing RTH. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Probolinggo
melalui DLH akan melaksanakan koordinasi, baik dengan perangkat daerah terkait,
Provinsi maupun KLHK, serta melakukan pembentukan Tim inventarisasi dan
pemetaan RTH dan vegetasi guna memenuhi kebutuhan data penghitungan IKL
dalam Aplikasi IKLH.

Berdasarkan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil
Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Tahun 2022, penurunan Indeks SPBE Kota Probolinggo menjadi 1,97 terjadi karena
indikator pada beberapa domain mendapat nilai 1 (satu). Pada Domain Tata Kelola,
nilai tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Probolinggo dinilai belum
tersedia/terlaksana (seperti layanan pusat data, jaringan intra, dokumen tata kelola),
atau sudah ada tetapi penyampaian data dukungnya dianggap kurang sesuai
sehingga asessor hanya menilai berdasarkan data dukung yang disampaikan. Pada
Domain Manajemen, karena dapat terjadi beberapa hal; yaitu: pertama,
pelaksanaan manajemen sudah dilaksanakan tetapi belum terencana. Selain itu,
pada Domain Layanan yang bobotnya paling tinggi (45,5%) masih terdapat
beberapa Indikator yang level 1 karena penyampaian bukti dukung tidak
komprehensif. Kendala dalam pencapaian SPBE adalah:

- Bukti dukung yang disampaikan (diupload) pada saat evaluasi dianggap oleh

assessor tidak komprehensif.
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nya sesi wawancara sehingga tidak ada perbaikan bukti dukung yang

disampaikan (diupload) sehingga oleh assessor dianggap tidak relevan.

- Beberapa indikator SPBE yang belum dilaksanakan dengan baik di Kota
Probolinggo.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Probolinggo melakukan beberapa hal yaitu:

- Menginisiasi Kesepakatan bersama dan Perjanjian Kerjasama dengan
Kabupaten Sumedang untuk melakukan metode Amati, Tiru, Modifikasi (ATM)
pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sumedang.

- Melakukan komunikasi dengan MENPANRB dengan menyampaikan surat
permintaan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2022, sekaligus
rekomendasi yang harus dilakukan.

- Menyampaikan permohonan untuk dapat dilaksanakan forum konsultasi melalui
daring (zoom) terkait persiapan kegiatan Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Tahun 2023.

- Memperkuat Tim Koordinasi SPBE Kota Probolinggo dan membentuk tim
internal Diskominfo, dengan membentuk penanggungjawab dan PIC masing-
masing domain pada indikator penilaian SPBE.

Target Indeks Profesionalitas Aparatur Tahun 2022 adalah 64,25, sementara

realisasi pada Tahun 2022 berdasarkan perhitungan dari DJASN BKN adalah

sebesar 42,08 dengan kategori rendah, yang mana DJASN sendiri berintegrasi
dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara.

Kendala yang dihadapi adalah belum terintegrasinya Sistem Aplikasi Informasi

Kepegawaian milik Kota Probolinggo (SIMPEG) dengan Sistem Aplikasi dari Badan

Kepegawaian Negara serta masih minimnya sertifikat yang bisa diakui sebagai

jabatan fungsional yang baru untuk menunjang indeks komponen kompetensi

pegawai. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kota Probolinggo akan melakukan
pelaksanaan integrasi Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian milik Kota

Probolinggo dengan Sistem Apilikasi Kepegawain dari Badan Kepegawain Negara

serta melaksanakan banyak pelatihan bagi Jabatan Fungsional baru agar

memperoleh kapasitas kompeteni yang lebih baik dan bukti keikutsertaan pelatihan

fungsional tersebut dapat meningkatkan IP ASN 2023.

Tabel 2. 38 Realisasi Kinerja DAERAH (IKD) RPJMD KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2022

NO

INDIKATOR KINERJA REALISASI TARGET | CAPAIAN

SATUAN
DAERAH (IKD) 2021 2022 2022 2022

Persentase Pertumbuhan o 0,37 0,389 0,39 99,74
Nilai Investasi °
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INDIKATOR KINERJA REALISASI TARGET | CAPAIAN
DAERAH (IKD) Tl
2021 2022 2022 2022
> Persentase Pertumbuhan o 6,1 6,08 6,1 99,67
" | PDRB Perdagangan °
3 Persentase Pertumbuhan o 3,45 6,03 2.1 287,14
" | PDRB Perindustrian °
Tingkat Pengangguran 0 6,55 4,57 573 120,24
4. %o
Terbuka
5. | Persentase PMKS % 62,4 48,82 34 143,58
6. | Skor Pola Harapan Pangan Skor 78,2 84,6 85,1 100,59
Persentase Penurunan
7 | Kasus Ketenteraman dan % 5,4 1.9 2 95,00
Ketertiban
Indeks Pemberdayaan N/A
8 y Indeks 65,05 N/A 68,35 (menunggu
Gender .
rilis BPS)
9 | Indeks Pendidikan Indeks 0,68 0,69 0,69 100,00
10 | Indeks Kesehatan Indeks 0,77 0,78 0,77 101,30
Persentase Ketersediaan o 77.61 77.01 77.79 99 .00
1 1 A) 3 ki 3 3
Infrastruktur
Persentase Infrastruktur o 73.09 72.81 73.3 99 33
12 ) . %o ’ , ’ ’
Berkualitas Baik
13 | Indeks Kualitas Air Indeks | 6667 50 51 98,04
14 | Indeks Kualitas Udara 91,85 91,44 90,4 101,15
15 | Indeks Kualitas Lahan Indeks 36,8 22,9 41,3 95,45
16 | Indeks Risiko Bencana Indeks | 1041 101,33 13 110,33
17 | Nilai SAKIP Skor | 7322 74,02 80 92,53
N/A N/A
(menunggu (menunggu
18 [ Nilai LPPD Skor N/A hasil 32,6 hasil
penilaian penilaian
Provinsi) Provinsi)
19 | Indeks SPBE Indeks 2,59 1,97 3,4 57,94
20 | Opini BPK Terhadap LKPD Opini WTP WTP WTP WTP
21 Indeks Profesionalitas Indeks 4573 42,08 64,25 65,49
Aparatur
29 Indeks Kepuasan Indeks 76,91 84,82 84,17 100,77
Masyarakat

Sumber : Bappeda Litbang, 2023

2.1.7. EVALUASI PROGRAM KEGIATAN RKPD

Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022 merupakan telaah dan evaluasi

terhadap hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan Triwulan IV

Tahun 2022 dan realisasi RPJMD Tahun 2022. Telaah dan evaluasi tersebut merupakan
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ebutuhan penyesuaian rencana program, kegiatan serta target kinerja

hingga akhir periode Tahun 2022. Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan

mencakup hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah .

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sebagai berikut :

1.

Urusan Pendidikan, diampu oleh :

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Alokasi anggaran Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Tahun 2022 sebesar Rp. 215.396.137.833,- sampai
dengan Triwulan IV realisasi keuangan sebesar Rp 189.804.124.965,- atau
sebesar (88,12%) dan realisasi kinerja sebesar 55,54%.

Urusan Kesehatan diampu oleh :

a. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Alokasi anggaran
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Tahun 2022 sebesar
Rp. 324.407.663.684,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.
269,929,702,673.67 atau sebesar (82,28%) sedangkan realisasi kinerja
sebesar 107,82%.

Urusan Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang diampu oleh :

a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022 sebesar Rp.
260.373.268.273,00 realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I
sebesar Rp. 212.544.757.299,70 atau sebesar 81,63% sedangkan
realisasi kinerja sebesar 60,3%

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diampu oleh:

a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.358.986.900,- dan realisasi
anggaran sebesar Rp. 1.240.504.400,00 sedangkan realisasi kinerja
39,22%

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diampu

oleh

a. Satuan Polisi Pamong Praja Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong
Praja Tahun 2022 sebesar Rp. 15.366.861.211,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 14.350.921.046,- sedangkan realisasi kinerja
sebesar 17,89%.
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Penanggulangan Bencana Daerah. Alokasi anggaran untuk Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022 sebesar Rp.
3.737.834.859,00 dengan realisasi anggaran  sebesar Rp.
3.498.319.843,00 sedangkan realisasi kinerja sebesar 150%.

Urusan Sosial, diampu oleh

a. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Alokasi
anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 8.251.604.939,- dengan realisasi
anggaran sebesar Rp. 8.071.418.807 sedangkan realisasi kinerja sebesar
94,93%.

Total rata-rata capaian kinerja dari hasil evaluasi terhadap program, kegiatan

dan keuangan dari seluruh urusan pada program sebesar 112,13% dan anggaran

sebesar 80,37% dengan jumlah program yang terdapat dalam RKPD sejumlah 339

program, 910 kegiatan dan 2.345 sub kegiatan. Dari hasil evaluasi yang telah

dilakukan terdapat permasalahan pada Perangkat Daerah dalam pencapaian

realisasi kinerja maupun anggaran antara lain :

1.

Perlunya evaluasi terhadap pelksanaan beberapa sub kegiaatan khususnya yang
bersumber dari Dana Earmarked

Program Pengelolaan Pendidikan (anggaran berasal dari DAK) belum terserap
Kebijakan Pengadaan Seragam Peserta Didik Pendidikan Dasar SD/MI dan
SMP/MTs tidak dapat terlaksanakan berkaitan dengan hasil LO APH
Pelaksanaan DAK Fisik SD dan SMP tidak dapat terlaksana secara maksimal
berkaitan dengan hasil LO APH

Masih rendahnya pengelolaan satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dalam
pengelolaan BOSD

Terdapat kesalahan rekening / nomenklatur kegiatan sehingga harus menungu
perubahan.APBD untuk pelaksanaannya namun Penetapan APBD yang dinilai
terlambat menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan
dikarenakan waktu pelaksanaan terlalu mepet / tidak mencukupi sehingga perlu
dilakukan penjadwalan ulang pada tahun berikutnya

Terdapat kegiatan Non APBD yang mekanisme pencairan keuangannya harus
sesuai juknisnya

Keterlambatan juknis/juklak terbit untuk pelaksanaan kegiatan yang berasal dari
Dana Khusus sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
Khususnya pada kegiatan yang pelaksanaanya dengan Pengadaan Barang/Jasa
melalui mekanisme Tender, sempat mengalami kendala dan keterlambatan

sehingga menyebabkan penyerapan anggaran dan kinerja rendah.
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onitoring dan evaluasi juga menemukan fakta bahwa akibat lemahnya
koordinasi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran akan menciptakan
potensi angka penyerapan menjadi lebih rendah.

11. Satuan harga yang ditetapkan sering tidak sesuai kebutuhan riil sehingga

serapan anggaran rendah menyesuaikan dengan harga yang ada.

Adapun hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kota Probolinggo Tahun 2022 untuk
realisasi pencapaian target kegiatan dan penyerapan dana dalam mencapai kinerja per
urusan dalam setiap PD dalam penyerapan anggaran sebagaimana Lampiran Tabel Bab
Il (setelah subbab pembahasan permasalahan pembangunan daerah) dengan Format
Tabel T-C.19 sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017.

2.2. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.2.1. PERMASALAHAN DAERAH YANG BERHUBUNGAN DENGAN PRIORITAS
DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan
tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta kebijakan
nasional atau provinsi yang bersifat mandatory. Untuk Kota Probolinggo, sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun
2019 — 2024, telah dirumuskan Pohon Kinerja (Cascading) Pembangunan Daerah yang
terdiri dari 4 (empat) Misi, 6 (enam) Tujuan, 6 (enam) IKU (Indikator Kinerja Utama) yang
diturunkan dari Indikator Tujuan, 15 (lima belas) Sasaran, serta 21 (dua puluh satu) IKD
(Indikator Kinerja Daerah) yang diturunkan dari Indikator Sasaran sebagaimana gambar

di bawah ini.
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Gambar 2. 21 Pohon Kinerja Rencana Pembangunan Daerah Kota

Probolinggo Tahun 2019 - 2024
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an pohon kinerja dimaksud, maka telah diidentifikasi berbagai
permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagai berikut :
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1. Masih tingginya persentase penduduk miskin.
2. Masih tingginya angka pengangguran.
3. Masih tingginya angka PMKS.
4. Kurangnya tingkat ketersediaan dalam pemenuhan kebutuhan pangan
B. ASPEK PELAYANAN UMUM
Masih tingginya jumlah kematian bayi dan ibu.
Masih tingginya stunting.
Belum terpenuhinya RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah.
Masih rendahnya konsumsi pangan.

Belum tersedianya data penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

ok wbd =

Menurunnya jumlah dan produksi perikanan tangkap.
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH
1. Masih rendahnya pertumbuhan investasi.

2. Belum meratanya ketersediaan infrastruktur hingga ke seluruh wilayah.

2.2.2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dinilai berdasarkan
permasalahan yang terkait penyelenggaraan tiap urusan pemerintahan yang diampu oleh
Pemerintah Kabupaten / Kota dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan amanat
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Fokus
Layanan Urusan Wajib Dasar, Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar, Fokus Layanan Urusan
Pilihan serta Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana Tabel 2.39
dibawah ini. Identifikasi permasalahan ini berdasarkan masalah yang dihadapi perangkat daerah
dalam penyelenggaraan urusan pada penyelenggaraan usulan pemerintah daerah Tahun 2022
dan digunakan sebagai acuan kebutuhan solusi yang perlu diakomodir dalam perencanaan
program dan kegiatan Tahun 2024.
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PD
NO URUSAN PERMASALAHAN PENANGGUNG
JAWAB
A | URUSAN WAJIB
A.1 | Wajib Pelayanan Dasar
1 | Pendidikan 1. Masih rendahnya pengelolaan pendidikan Dinas
2. Keterbatasan Guru / Pendidik yang professional Pendidikan dan
3. Masih tingginya Anak Putus Sekolah Kebudayaan
2 | Kesehatan 1. Masih ditemukannya kasus stunting Dinas
2. Meningkatnya kasus gizi buruk Kesehatan,
3. Meningkatnya jumlah penderita penyakit menular dan | Pengendalian
tidak menular Penduduk dan
4. Menurunnya persentase kelurahan siaga aktif KB
5. Belum terpenuhinya SDM dari sisi jumlah dan
kompetensinya
6. Belum lengkap dan meratanya ketersediaan sarana
prasarana penunjang kesehatan
7. Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
8. Belum optimalnya usaha penurunan Stunting
3 | Pekerjaan 1. Terganggunya aliran air pada saluran dikarenakan Dinas
Umum dan banyaknya sampah dan sedimentasi Pekerjaan
Penataan 2. Kerusakan pada sarana prasarana irigasi/pengairan Umum,
Ruang 3. Terjadinya kerusakan pada jalan dan pematusan jalan | Penataan
yang kurang optimal Ruang,
4. Masih rendahnya cakupan layanan air minum Perumahan dan
perpipaan Kawasan
5. Cakupan penyediaan sarana prasarana air limbah Permukiman
domestik masih belum mencapai 100%
6. Layanan penyedotan lumpur tinja masih rendah
7. Belum semua kecamatan memiliki RDTR
8. Kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya
persetujuan bangunan dan gedung
9. Besarnya potensi alih fungsi Lahan Sawah Dilindungi
4 | Perumahan 1. Masih  terdapatnya perumahan dan kawasan | Dinas
Rakyat dan permukiman kumuh Pekerjaan
Kawasan 2. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni Umum,
Permukiman Penataan
Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
5 | Ketentraman,
Ketertiban
Umum, dan
Perlindungan
Masyarakat
a. Sub Urusan : | 1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat menciptakan | Satuan Polisi
Ketentraman Ketentraman dan Ketertiban; Pamong Praja
dan 2. Kurang terpenuhinya jumlah SDM Aparatur Penegak
Ketertiban Perda Perkada;
Umum 3. Semakin kuat pengaruh globalisasi di semua sektor
dan mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya
luar yang memungkinkan terjadinya gangguan
Trantibum;
4. Belum tersusunnya SOP sinergitas penyelesaian
pelanggaran Perda Perkada.
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PD
URUSAN PERMASALAHAN PENANGGUNG
JAWAB
b. Sub Urusan : | Masih rendahnya kualitas petugas damkar Satuan Polisi

Kebakaran

Pamong Praja

c. Sub Urusan :

Bencana

1.

2.

Belum tersedianya Kajian Resiko Bencana dan
Dokumen Kajian lainnya sampai dengan legalisasi.
Belum terbentuknya Kelurahan Tangguh Bencana di
semua Kelurahan rawan bencana

. Belum optimalnya pelaksanaan PRB di wilayah

rawan bencana

Penanggulangan bencana belum terpadu
Optimalisasi TRC dan relawan BPBD perlu
ditingkatkan

Kurangnya pemenuhan sarpras penanganan
bencana

. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi pasca

bencana

BPBD

Sosial

3.

4.

. Masih lemahnya manajemen data terkait PMKS
. Belum optimalnya penanganan dan pembinaan

PMKS

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
blm terintegrasi dan optimal

Rendahnya kualitas SDM PSKS

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan,
dan
Perlindungan
Anak

A2

Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

1.

2.
3.

Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja
dengan kesempatan kerja

Kualitas pelatihan umumnya masih rendah
Perusahaan yang menerapkan UMK jumlahnya masih
sedikit

Kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap aturan
ketenagakerjaan masih rendah

Terdapat kasus perselisihan hubungan industrial tiap
tahunnya

Dinas
Perindustrian
dan Tenaga
Kerja

Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Belum optimalnya perlindungan kepada perempuan
dan anak terhadap kekerasan

Pemenuhan hak-hak anak kurang optimal

Masih rendahnya keadilan dan kesetaraan gender
Keterbatasan SDM PPPA yang sensitif dan responsif
gender

Belum optimalnya pendampingan pemberdayaan
perempuan

Masih belum adanya pemasaran produk untuk
Perempuan Pelaku Industri Rumahan dan
Perempuan Kepala Keluarga yang mempunyai
usaha

Dinas Sosial,
Pemberdayaan
Perempuan,
dan
Perlindungan
Anak

Pangan

N

Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang belum
B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman)
Produksi Pertanian menurun karena Lahan pertanian
yang semakin berkurang

Rendahnya animo Pelaku Usaha untuk mengurus
registrasi PSAT PDUK

Kurangnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi
sesuai porsi
Belum adanya
terintegrasi
Belum tersedianya data pangan yang terintegrasi
Implementasi Perpres No.125 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan  Cadangan Pangan  belum
dilaksanakan

sistem logistik pangan yang

Dinas
Ketahanan
Pangan,
Pertanian, dan
Perikanan
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PD
URUSAN PERMASALAHAN PENANGGUNG
JAWAB
Pertanahan Masih terdapatnya tanah yang belum memiliki status Dinas
Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman
Lingkungan 1. Penurunan Kualitas Air Sungai Dinas
Hidup 2. Penurunan Kualitas Lahan yang disebabkan belum Lingkungan
optimalnya Tata Kelola RTH Hidup
3. Alih Fungsi Lahan
4. Kurangnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Persampahan
5. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Aksi
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Administrasi 1. Kurang optimalnya penggunaan akses pelayanan | Dinas
Kependudukan secara online oleh masyarakat Kependudukan

dan Pencatatan
Sipil

. Gangguan koneksi dengan data center di Pusat

sehingga menghambat pengecekan NIK penduduk

. Rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya

updating data dokumen kependudukan sehingga
dapat memperpanjang respontime pelayanan

. Sarana dan Prasarana Pelayanan yang sudah tidak

mampu
Informasi

mengikuti  perkembangan  Tek